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Siapa menapaki jalan-Nya akan sampai ke tujuan 
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ABSTRAK 

Perlindungan hukum terhadap pememenang lelang berarti adanya kepastian 

hukum terhadap hak pemenang lelang atas objek eksekusi yang dibelinya. Terkait 

dengan pelelangan yang dilakukan akan menimbulkan prestasi berupa 

penyerahan objek oleh penjual lelang kepada pembeli lelang, dan pembayaran 

oleh pembeli lelang. Penyerahan objek oleh penjual tersebut menimbulkan akibat 

hukum berupa peralihan hak dari penjual kepada pembeli lelang. Peralihan hak 

tersebut sering kali memunculkan permasalahan seperti tidak dapat dikuasainya 

objek secara fisik, serta pembatalan lelang akibat putusan Pengadilan Negeri. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak 

pemenang lelang, serta upaya yang dapat dilakukan pemenang lelang untuk 

mendapatkan hak-hak nya.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif 

dengan bahan hokum berupa peraturan perundang-undangan terkait lelang, hak 

tanggungan dan eksekusi hak tanggungan responden PT. Bank Permata Tbk., 

KPKNL Surabaya, dan Narasumber Panitera Pengadilan Negeri Surabaya. Data 

kemudian diolah dengan metode deskriptif-kumulatif yang kemudian disimpulkan. 

Hasil dari penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap hak pemenang 

lelang terdapat dalam HIR, Vendureglement, PMK No. 27/PMK.06/2016 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan KUHPerdata. Pengaturan mengenai upaya 

yang dapat dilakukan pemenang lelang untuk mempertahankan hak-haknya 

terdapat dalam HIR dan KUHPerdata. Terkait dengan risalah lelang, pada 

intinya belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap pemenang lelang. 

Perlindungan hukum berupa pencegahan telah dilakukan oleh KPKNL dengan 

memeriksa terlebih dahulu objek yang akan dilelang. Upaya yang dapat 

dilakukan oleh pemenang lelang untuk mendapatkan hak-haknya yaitu dengan 

eksekusi pengosongan sesuai dengan Pasal 200 ayat (11) HIR, serta pemenang 

lelang dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas Perbuatan Melawan Hukum 

(PMH) kepada bank untuk mengganti kerugian yang telah dilami olehnya. 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Eksekusi Hak Tanggungan, Pemenang lelang, 

PMK No. 27/PMK.06/2016 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang bersifat sebagai 

perantara bagi mereka yang membutuhkan uang dengan mereka yang memiliki 

uang berlebih. Lembaga keuangan bank tidak terlepas dari kehidupan ekonomi 

suatu negara dan berperan penting dalam memajukan perekonomian serta 

pemerataan pertumbuhan ekonomi masyarakat.  

Ketentuan-ketentuan mengenai lembaga keuangan bank diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 j.o. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) dan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 j.o. 3 Tahun 2004 tentang Bank 

Indonesia. Fungsi bank dapat ditemui dalam pasal 1 angka 2 UU Perbankan, 

yang menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka 

dapat diketahui fungsi utama bank yaitu sebagai penghimpun dan penyalur 

dana masyarakat.
1
 

Salah satu bentuk penyaluran dana oleh bank kepada masyarakat yaitu 

dengan melakukan kegiatan pemberian kredit. Pengertian kredit termuat dalam 

Pasal 1 angka 11 UU Perbankan yang menyatakan: Kredit adalah penyediaan 

                                                           
1
 Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Ctk. Kedua, Gramedia 

Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 2. 
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uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka 

waktu tertentu dengan pemberian jumlah bunga. 

Bank dalam memberikan kredit harus memberlakukan prinsip kehati-

hatian. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian yaitu agar bank 

terlindungi dari resiko yang dapat terjadi akibat kredit, sehingga dapat 

meningkatkan kepercaayaan masyarakat terhadap bank dan mewujudkan 

sistem perbankan yang efisien.
2
 Resiko yang dapat terjadi pada suatu bank 

biasany berkaitan dengan penyaluran dana yang ada pada bank tersebut yang 

mencakup penyaluran dana lewat pemberian kredit. Penyaluran dana 

merupakan salah satu inti (core) bisnis perbankan, namun di sisi lain juga dapat 

beresiko tinggi, terutama dalam hal kredit macet.
3
 Untuk menghindari resiko 

yang dapat terjadi maka diperlukan jaminan kredit. 

Jaminan kredit adalah pemberian keyakinan kepada pihak kreditor atas 

pembayaran utang yang telah diberikannya kepada debitor, yang terbit dari 

suatu perjanjian yang bersifat tambahan (assessoir) terhadap perjanjian 

pokoknya.
4
 Pada praktik perbankan, untuk memberi pengamanan yang lebih 

terhadap dana yang disalurkan oleh kreditor kepada debitor, dibutuhkan 

jaminan khusus yang sering digunakan yaitu jaminan kebendaan berupa tanah. 

Penggunaan tanah sebagai jaminan kredit didasarkan pada pertimbangan 

bahwa tanah mempunyai nilai ekonomis yang relatif tinggi.(Agus Yudha 

                                                           
2
 Ibid., hlm. 19. 

3
 Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang, Ctk. Pertama, Erlangga, Jakarta, 2013, hlm. 2. 

4
 Ibid., hlm. 8. 
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Hernoko, Lembaga Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Penunjang Kegiatan 

Perkreditan Perbankan Nasional)
5
 Jaminan kebendaan yang dibebankan 

terhadap tanah tersebut disebut dengan hak tanggungan atas tanah.  

Ketentuan-ketentuan mengenai pembebanan hak tanggungan atas jaminan 

pinjaman telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah 

(selanjutnya disebut UUHT) yang mengatur tentang jaminan antara bank 

dengan debitor dalam transaksi pinjam-meminjam serta memuat peraturan-

peraturan tentang tata cara yang dapat ditempuh apabila debitor tidak 

melaksanakan kewajabannya (wanprestasi).
6
 Pemanfaatan lembaga eksekusi 

Hak Tanggungan merupakan cara untuk mempercepat pelunasan piutang agar 

dana yang telah dikeluarkan oleh bank dapat digunakan kembali untuk 

melakukan kegiatan pembiayaan terhadap debitornya.
7
 Adapun yang 

merupakan ciri-ciri hak tanggungan menurut Undang-Undang Hak 

Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 adalah seperti yang disebutkan dalam 

memori penjelasannya, yaitu sebagai berikut: 

1. Memberikan hak preferensi kepada pemegangnya 

2. Mengikuti objek yang dijamin, dalam tangan siapapun objek itu berada. 

3. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga 

dan memberikan kepastian hukum. 

4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.
 8

 

                                                           
5
 Anton Suyatno, “Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi 

Jaminan Hak Tanggungan Pada Lembaga Perbankan Tanpa Melalui Proses Gugatan Di Pengadilan 

Dalam Rangka Pengembangan Perekonomian Indonesia”, Ringkasan Disertasi, Universitas 

Padjadjaran, 2014, hlm. 2. 
6
 Roni Mantiri, Eksekusi Hak Tanggungan pada Kredit Macet, dikutip dari 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/beritamedia/eksekusi-hak-tanggungan-kredit-macet 

diakses pada tanggal 07 November 2017 pukul 14.20 WIB. 
7
 Anton Suyatno, Op.Cit, hlm. 3 

8
 Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, Ctk. Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2002, hlm. 60. 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/beritamedia/eksekusi-hak-tanggungan-kredit-macet
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Sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan, maka dibutuhkan sertifikat 

hak tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan serta memuat irah-

irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
9
 Sertifikat Hak 

Tanggungan tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku 

sebagai pengganti grosse acte Hyphoteek sepanjang mengenai hak atas tanah.
10

 

Sertifikat tersebut akan memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi 

kreditor apabila suatu saat debitor melakukan wanprestasi. 

Pada prakteknya, apabila debitor melakukan cidera janji (wanprestasi), 

maka kreditor atau pemegang hak tangungan mengirimkan surat peringatan 

sebanyak tiga kali kepada debitor supaya melunasi hutangnya. Apabila setelah 

dilakukan tiga kali peringatan secara patut debitor tetap tidak melunasi 

hutangnya, maka debitor dapat dikatakan wanprestasi sehingga pemegang hak 

tanggungan dalam hal ini dapat melakukan eksekusi  terhadap hak tanggungan 

yang dibebankan atas jaminan hutang. Eksekusi yang dimaksud yaitu lelang 

terhadap objek jaminan yang dibebankan hak tanggungan.
11

 

Pasal 6 UUHT menyatakan bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang 

hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan 

atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan 

piutangnya dari hasil lelang tersebut. Tata cara eksekusi yang diatur dalam 

Pasal 6 UUHT tersebut biasa disebut dengan Parate Executie. Berdasarkan 

                                                           
9
 UUHT Pasal 14 ayat (2) 

10
 UUHT Pasal 14 ayat (3) 

11
 Roni Mantiri, Eksekusi Hak Tanggungan pada Kredit Macet, dikutip dari 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/beritamedia/eksekusi-hak-tanggungan-kredit-macet 

diakses pada tanggal 07 November 2017 pukul 14.28 WIB. 
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pasal tersebut, hak dari pemegang hak tanggungan untuk melaksanakan haknya 

adalah hak yang semata-mata diberikan oleh undang-undang. Walau demikian, 

tidak berarti hak tersebut demi hukum ada melainkan harus diperjanjikan 

terlebih dahulu oleh para pihak dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan atas 

hak atas tanah.
12

  

Berdasarkan UUHT terdapat tiga macam eksekusi hak tanggungan yaitu 

Title Executorial, Parate Executie, dan Eksekusi Dibawah Tangan. Yang 

membedakan ketiga macam eksekusi hak tanggungan tersebut yaitu terdapat 

pada prosedur pelaksanaannya.
13

 Eksekusi hak tanggungan dengan Title 

Executorial yaitu penjualan barang eksekusi hak tanggungan dilakukan 

berdasarkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa” yang dilakukan melalui tata cara sesuai dengan Hukum Acara Perdata. 

Sedangkan untuk Eksekusi Dibawah Tangan harus memenuhi unsur yang 

tercantum dalam Pasal 20 UUHT yaitu adanya kesepakatan antara pemberi hak 

tanggungan dan pemegang hak tanggungan.
14

 

Pada pelaksanaannya, kreditor atau pemegang hak tanggungan pertama 

biasanya melakukan eksekusi hak tanggungan dengan cara parate executie. 

Parate executie  tersebut biasanya dilakukan oleh pemegang hak tanggungan 

pertama apabila debitor waprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (selanjutnya disebut KPKNL). Parate executie sering 

                                                           
12

 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Tanggungan, 

Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 248. 
13

 Anton Suyatno, Op.Cit., hlm. 4 
14

 Ivan Ari dan Ivan Setiadi, Eksekusi Hak Tanggungan, dikutip dari 

http://www.hukumproperti.com/hak-tanggungan/eksekusi-hak-tanggungan/ diakses pada tanggal 

10 November 2017 pukul 20.39 WIB. 

http://www.hukumproperti.com/hak-tanggungan/eksekusi-hak-tanggungan/
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dilakukan oleh kreditor pemegang hak tanggungan karena dianggap lebih 

mudah, biaya lebih murah, pelaksanaannya lebih singkat, serta kreditor tidak 

harus meminta fiat dari ketua Pengadilan untuk mengeksekusi hak tanggungan 

tersebut.
15

 

Pengaturan mengenai tatacara melakukan lelang itu sendiri termuat di 

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang (Selanjutnya disebut PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang). 

Dalam Pasal 5 peraturan ini, menyatakan terdapat tiga jenis lelang yaitu lelang 

eksekusi, lelang noneksekusi wajib, dan lelang noneksekusi sukarela. Parate 

executie merupakan jenis eksekusi yang termasuk dalam lelang noneksekusi 

sukarela. Ketentuan Pasal 1 Angka 6 PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang telah 

dijelaskan mengenai lelang noneksekusi sukarela yaitu lelang atas barang milik 

swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara 

sukarela. 

Meskipun segala ketentuan dan tatacara pelaksanaan lelang sudah diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang, namun pada pelaksanaannya masih banyak permasalahan 

atau konflik yang terjadi. Misalnya konflik yang timbul akibat pihak ketiga 

yang keberatan kemudian mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri. 

Konflik tersebut tentunya akan menyusahkan pihak bank selaku kreditor dan 

merugikan pemenang lelang karena tidak dapat langsung menguasai objek 

lelang. Hal tersebut menimbulkan tidak adanya kepastian hukum bagi 

                                                           
15

 Deasy Soeikromo, “Kepastian Hukum Pemenuhan Hak Kreditor Dalam Eksekusi Objek 

Jaminan Hak Tanggungan Melalui Parate Eksekusi”, Jurnal Hukum, No. 1 Vol. 1, Fakultas 

Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 2016, hlm. 34. 
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pemenang lelang karena tidak dapat langsung mendapatkan hak nya secara 

yuridis dan materil. 

Pada prakteknya kasus tersebut banyak terjadi, salah satunya yang dialami 

oleh PT. Bank Permata selaku kreditor yang memberikan pinjaman dengan 

jaminan Hak Tanggungan kepada debitor Tuan Budi (nama samaran). Pada 

mulanya, perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan tersebut dilakukan 

dengan sepengetahuan istri debitor, karena istri debitor turut andil dalam 

kepemilikan tanah yang dibebankan hak tanggungan tersebut. Setelah 

perjanjian kredit berjalan, dilakukan perpanjangan periode perjanjian kredit. 

Pada saat perpanjangan perjanjian kredit tersebut PT. Bank Permata 

mengajukan surat perjanjian perubahan dan ditandatangani oleh pihak debitor 

tanpa melibatkan istri debitor. Setelah jangka waktu perjanjian kredit sudah 

habis, debitor tidak juga melakukan pembayaran kembali. Setelah kreditor 

melakukan peringatan sebanyak 3 kali tetap tidak mendapat respon, maka 

debitor dianggap wanprestasi dan dikeluarkan surat pernyataan wanprestasi. 

Kredit tersebut kemudian dinyatakan sebagai kredit macet.
16

 

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 UUHT, maka PT. Bank Permata  

mengajukan permohonan eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan melalui 

PT. Central Asia Balai Lelang. Eksekusi objek Hak Tanggungan oleh PT. 

Central Asia Balai Lelang dilakukan dengan cara melakukan lelang melalui 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya. 

Mengetahui hal tersebut, istri debitor tidak terima dan mengajukan gugatan ke 

                                                           
16

 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 958/Pdt.G/2016/PN.Sby, hlm. 3 
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Pengadilan Negeri Surabaya. Objek lelang tersebut dimenangkan dan dibeli 

oleh tuan A (nama disamarkan). Dalam kasus ini, pemenang lelang tidak dapat 

menguasai objek lelang eksekusi Hak Tanggungan tersebut karena putusan 

Pengadilan Negeri Surabaya yang memenangkan gugatan istri debitor. Dalam 

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dinyatakan bahwa Hak Tanggungan yang 

dibebankan terhadap tanah yang dijaminkan tersebut tidak mempunyai 

kekuatan eksekutorial.
17

 Hal ini mengakibatkan pemenang lelang tidak dapat 

menguasai objek lelang berupa tanah dan bangunan tersebut. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa tidak adanya perlindungan hukum terhadap pemenang 

lelang sebagai pembeli lelang yang beritikad baik. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut untuk 

dijadikan sebagai Tugas Akhir, dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP PEMENANG LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenang lelang eksekusi hak 

tanggungan? 

2. Upaya apa yang dapat dilakukan pemenang lelang untuk mendapatkan hak-

haknya? 
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 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 958/Pdt.G/2016/PN.Sby. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenang 

lelang eksekusi hak tanggungan. 

2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan pemenang lelang untuk 

mendapatkan hak-hak nya. 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Kredit 

Pengertian kredit menurut bahasa berasal dari bahasa latin creditus 

yang dapat diartikan sebagai kepercayaan, dalam artian bahwa seseorang 

atau badan usaha yang mendapatkan kredit dari bank, maka orang atau 

badan hukum tersebut telah mendapat kepercayaan dari bank pemberi 

kredit.
18

 Menurut UU Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga. 

Menurut A. Abdurrahman kata kredit diartikan sebagai kesanggupan 

akan meminjam uang atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang 

atau memperoleh penyerahan barang atau jasa, dengan perjanjian akan 

membayarnya kelak.
19

 Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan, maka 

dapat dilihat beberapa unsur kredit yaitu: 

                                                           
18

 H. R. Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi, Ctk. Pertama,Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2005, hlm. 123. 
19

 Munir Fuady, Op.Cit., hlm. 5. 
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a. Kepercayaan, berarti adanya keyakinan oleh bank bahwa setiap pelepasan 

kredit dapat dibayar kembali oleh debitornya sesuai dengan jangka waktu 

yang telah disepakati. 

b. Waktu, berarti bahwa antara pemberian kredit dengan pelunasan tidak 

dilakukan dalam satu waktu, melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu 

serta dilakukan dalam waktu yang berbeda dan telah ditentukan jangka 

waktu pembayaran kembali. 

c. Risiko, berarti terhadap setiap jenis pelepasan kredit akan terkandung 

resiko dalam jangka waktu pelaksanaannya, dimulai dari pemberian 

kredit hingga  pembayaran kembali. Semakin panjang jangka waktunya 

maka semakin besar risiko yang mungkin terjadi. 

d. Prestasi, berarti pada setiap kesepakatan yang terjadi antara bank dengan 

debitornya mengenai pemberian kredit, maka akan timbul prestasi dan 

kontra prestasi.
 20

 

Untuk menghindari risiko, berdasarkan Pasal 2 UU Perbankan 

menyatakan bahwa perbankan Indonsia dalam melakukan usahanya 

berdasarkan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. 

Prinsip kehati-hatian adalah prinsip untuk mengendalikan risiko melalui 

penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku 

secara konsisten.
21

 Selain menggunakan prinsip kehati-hatian, bank jug 

harus menerapkan prinsip 5 C yang merupakan singkatan dari unsur-unsur: 

a. Character (Kepribadian) merupakan salah satu unsur yang harus 

diperhatikan oleh bank dalam memberikan kredit. Maksud dari unsur ini 

yaitu sebelum memberikan kredit, harus terlebih dahulu melakukan 

penilaian atas karakter kepribadian calon debitornya. 

b. Capacity (Kemampuan) yaitu seorang calon debitor harus diketahui 

kemampuan bisnisnya, sehingga dapat diperkirakan kemampuannya 

untuk melunasi hutangnya. 

c. Capital (Modal) yaitu pentingnya untuk mengetahui permodalan dari 

debitor, karena permodalan dan kemampuan keuangan dari debitor 

mempunyai korelasi langsung terhadap tingkat kemampuan bayar kredit. 

d. Condition of Economy (Kondisi Ekonomi) kondisi perekonomian secara 

makro atau mikro merupakan faktor penting untuk dianalisis sebelum 

memberikan kredit, terutama yang berhubungan langsung dengan bisnis 

pihak debitor. 

                                                           
20

 H. R. Daeng Naja, Op.Cit., hlm. 124. 
21

 Ibid., hlm. 293. 
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e. Collateral (Agunan) Undang-Undang mensyaratkan bahwa agunan itu 

mesti ada dalam setiap pemberian kredit. Agunan berfungsi sebagai 

jaminan bagi kreditor apabila mengalami kredit macet.
 22

 

  

2. Jaminan 

Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitor dan atau pihak 

ketiga kepada kreditor karena pihak kreditor mempunyai suatu kepentingan 

bahwa debitor harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan. 

Jaminan tersebut dapat berupa hak kebendaan maupun hak perorangan. 

Jaminan yang diberikan kepada kreditor tersebut harus dilakukan dengan 

suatu perikatan khusus yang bersifat accesoir dari perjanjian kredit atau 

pengakuan hutang yang dilakukan antara debitor dengan kreditor.
23

 

KUHPerdata pada pokoknya mengatur 2 (dua) asas pemberian jaminan, 

jika ditinjau dari sifatnya yaitu: 

a. Jaminan yang bersifat umum, yaitu jaminan yang diberikan oleh debitor 

kepada setiap kreditur, yang hak tagihnya tidak mempunyai hak saling 

mendahului (konkuren) antara kreditor satu dengan yang lain. 

b. Jaminan yang bersifat khusus, yaitu jaminan yang diberikan oleh debitor 

kepada kreditur, yang hak tagihnya mempunyai hak mendahului sehingga 

berkedudukan sebagai kreditor previlege (hak preferent).
 24

 

Apabila ditinjau dari jenisnya, maka jaminan dibedakan menjadi dua 

jenis, yaitu: 

a. Jaminan Perorangan, yaitu jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang 

diberikan oleh pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban 

debitor kepada kreditor apabila debitor tersebut wanprestasi (cidera 

janji). Pada saat ini bukan hanya jaminan perorangan, tetapi bank juga 

sudah sering menerima jaminan serupa yang diberikan oleh perusahaan 

yang dikenal dengan istilah Corporate Guarantee. 

                                                           
22

 Munir Fuady, Op. Cit., hlm. 21. 
23

 Hasanuddin Rahman, Aspek-Aspek Pembrian Kredit Perbankan Di Indonesia, Ctk. 

Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 175. 
24

 Daeng Naja, Op.Cit., hlm. 207. 
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b. Jaminan Kebendaan, yaitu jaminan yang berupa harta kekayaan, baik 

benda maupun hak kebendaan yang diberikan melalui pemisahan bagian 

dari harta kekayaan dari debitor maupun pihak ketiga, guna menjamin 

pemenuhan kewajiban debitor kepada pihak kreditor apabila debitor 

wanprestasi (cidera janji). Menurut sifatnya, jaminan kebendaan terbagi 

dua yaitu jaminan dengan benda berwujud (material) dan jaminan dengan 

benda tidak berwujud (immaterial). Benda berwujud dapat berupa benda 

bergerak dan benda tidak bergerak. Sedangkan benda tidak berwujud 

yang biasa diterima oleh bank sebagai jaminan adalah hak tagih.
 25

 

Fungsi jaminan dalam pemberian kredit bank yaitu sebagai source of 

the last resort bagi pelunasan kredit yang diberikan oleh bank kepada 

nasabah debitor. Artinya, apabila debitor tidak cukup atau tidak dapat 

melunasi hutangnya, maka hasil eksekusi dari jaminan diharapkan menjadi 

sumber pelunasan alternatif terakhir yang dapat diharapkan oleh bank yang 

bersangkutan.
26

 

Sedangkan, jenis-jenis pengikatan jaminan terdapat beberapa macam 

yaitu:
27

 

a. Hipotik dan credietverband, ketentuannya diatur dalam Pasal 51 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) yang menyebutkan bahwa hak 

tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha, dan 

hak guna bangunan tersebut pada Pasal 25, Pasal 33, dan Pasal 39 diatur 

dengan undang-undang. Melalui Pasal 57 UUPA, berlaku ketentuan 

mengenai hipotik tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(selanjutnya disebut KUHPerdata) Indonesia dan credietverband tersebut 

                                                           
25

 Hasanuddin Rahman, Op.Cit., hlm. 176.  
26

 Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Ctk. Pertama, Refika 

Aditama, Bandung, 2010, hlm. 153. 
27

 Daeng Naja, Op.Cit., hlm. 243. 
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dalam S. 1908-542 jo S. 1909-586 dan S. 1909-584 sebagaimana yang 

telah diubah dengan S. 1937-190 jo S. 1937-191. 

b. Hak Tanggungan diatur dalam UUHT. 

c. Gadai, ketentuannya diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 

KUHPerdata. 

d. Fidusia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF). 

3. Hak Tanggungan 

Pengertian Hak Tanggungan telah dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 

UUHT yang menyatakan Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda 

yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, 

adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain 

yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang 

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor 

tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Pasal 1 butir 1 UUHT tersebut 

menyatakan bahwa suatu Hak Tanggungan merupakan bentuk jaminan 

pelunasan utang, dengan hak mendahului, serta objek jaminannya berupa 

Hak-Hak Atas Tanah yang diatur dalam UUPA.
28

 Dari rumusan tersebut 

dapat dilihat beberapa unsur pokok:
29

 

                                                           
28

 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Op.Cit., hlm. 13. 
29

 Wahyu Pratama, “Tinjauan Hukum Tentang Sertifikat Hak Tanggungan Menurut Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi No. 6 Vol. 3, 2015, hlm. 

3. 
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a. Hak Tanggungan adalah hak pelunasan utang 

b. Obyek jaminan tidak hanya tanah tetapi juga bisa dengan benda lain 

diatas tanah seperti bangunan, tanaman dan hasil karya lain yang 

merupakan satu kesatuan dengan tanah. 

c. Utang yang dijaminkan haruslah suatu utang tertentu 

d. Memberikan kedudukan utama (didahulukan) dibanding dengan kreditor-

kreditor lainnya. 

Menurut penjelasan dalam UUHT, Hak Tanggungan mempunyai ciri-

ciri sebagai berikut : 

a. Memberikan hak preferensi kepada pemegangnya. 

b. Hak Tanggungan mengikuti objek yang dijaminkan, dalam tangan 

siapapun objek itu berada. 

c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga 

dan memberikan kepastian hukum. 

d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.
 30

 

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUHT, hak atas tanah yang dapat dibebani 

Hak Tanggungan adalah: 

a. Hak Milik 

b. Hak Guna Usaha 

c. Hak Guna Bangunan 

Pengikatan Hak Tanggungan bersifat accesoir artinya merupakan 

kelanjutan dari perjanjian pokok. Maksud dari sifat accesoir tersebut yaitu 

                                                           
30

 Munir Fuady, Op.Cit., hlm. 60. 
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Hak Tanggungan tersebut ada apabila sudah ada perjanjian pokoknya 

terlebih dahulu yang berupa peranjian yang menimbulkan hubungan hukum 

hutang piutang. Sehingga Hak Tanggungan akan hapus dengan hapusnya 

perjanjian pokoknya. Hal tersebut sesuiai dengan apa yang dikatakan oleh 

Mariam Darus Badzrulman mengenai perjanjian pengikatan benda sebagai 

perjanjian accesoir, yaitu sifat accesoir sesuai dengan sifat yang 

melekatpada hukum jaminan, Gadai dan hipotik.
31

 

4. Eksekusi Hak Tanggungan 

Pengertian Eksekusi adalah pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang dijalankan 

secara paksa karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi 

pelaksanaan acara Putusan Pengadilan. Dalam arti lain, pengertian eksekusi 

dapat diartikan sebagai tindakan paksa yang dilakukan Pengadilan Negeri 

terhadap pihak yang kalah dalam perkara supaya pihak yang kalah dalam 

perkara menjalankan Amar Putusan Pengadilan sebagaimana mestinya.
32

 

Eksekusi jaminan Hak Tanggungan adalah langkah terakhir yang dapat 

ditempuh oleh kreditor selaku penerima Hak Tanggungan apabila debitor 

selaku pemberi Hak Tanggungan wanprestasi. Pelaksanaan eksekusi 

tersebut diatur dalam UUHT Bab V tentang Eksekusi Hak Tanggungan.
33

 

                                                           
31

 Dian Pertiwi, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Tanggungan Yang Obyeknya 

Dikuasai Pihak Ketiga Berdasakan Perjanjian Sewa Menyewa”, Jurnal Hukum, Edisi No. 2 Vol. 2, 

Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2013, hlm. 6. 
32

 http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-eksekusi-definisi-sumber.html Diakses 

terakhir tanggal 21 November 2017 Pukul 19.34 WIB. 
33

 Marnita, “Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Sebaagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan 

Bermasalah”, Jurnal Hukum, Edisi No. 3 Vol. 10, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016, 

hlm. 527. 
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Sedangkan untuk tatacara melakukan lelang diatur dalam PMK Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang. 

Ketika debitor cidera janji (wanprestasi), maka jaminan yang 

dijaminkan oleh debitor kepada kreditor harus dieksekusi. Terdapat 3 (tiga) 

macam Eksekusi Hak Tanggungan yang diatur dalam UUHT yaitu:
34

 

a. Parate Executie (Eksekusi atas kekuasaan sendiri), eksekusi jenis ini 

harus diperjanjikan sebelumnya dalam perjanjian. Dalam Pasal 20 ayat 

(1) huruf (a) jo. Pasal 6 UUHT menyatakan bahwa apabila debitor 

wanprestasi maka kreditor pemegang Hak Tanggungan pertama 

mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan 

sendiri melalui pelelangan umum dan mengambil hasil pelunasan 

piutangnya dari hasil penjualan itu. 

b. Titel Eksekutorial yaitu eksekusi yang dilakukan berdasarkan irah-irah 

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang terdapat 

dalam Grosse Akta. Titel eksekutorial biasanya menggunakan fiat Ketua 

Pengadilan engan menggunakan Pasal 224 HIR/ 258 Rbg. 

c. Eksekusi di Bawah Tangan, yaitu eksekusi yang didasarkan pada 

kesepakatan antara pemberi dan penerima Hak Tanggungan. 

 

 

                                                           
34

 Ananda Fitki Ayu Saraswati, “Dilematis Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Parate 

Executie Dan Eksekusi Melalui Grosse Akta”, Jurnal Hukum, No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum 

Universitas Sebelas Maret, 2015, hlm. 52. 
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Pelaksanaan lelang itu sendiri diatur dalam PMK Petunjuk Pelaksanaan 

Lelang. Berdasarkan PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang terdapat tiga jenis 

lelang, yaitu: 

a. Lelang Eksekusi 

b. Lelang Noneksekusi Wajib 

c. Lelang Noneksekusi Sukarela 

E. Metode Penelitian 

1. Objek Penelitian 

Mengkaji tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap hak 

pemenang lelang Eksekusi Hak Tanggungan dan apa saja upaya yang dapat 

dilakukan oleh pemenang lelang untuk mendapatkan hak-haknya. 

2. Subjek Penelitian 

a. PT. Bank Permata 

b. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya 

c. Panitera Pengadilan Negeri Surabaya 

3. Bahan Hukum 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan (field 

research). 

b. Data Sekunder, yaitu berupa data yang diperoleh dari penelitiaan 

kepustakaan (library research) yang terdiri dari: 

1) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan : 

a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. 
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b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 j.o. Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 

c) Vendureglement 

d) HIR 

e) KUHPerdata 

f) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 

2) Bahan hukum sekunder, berupa:  

Literatur terkait dengan Hukum Jaminan, Hak Tanggungan, dan 

Eksekusi Hak Tanggungan. Jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan Hasil 

Tugas Akhir terdahulu mengenai Hak Tanggungan, Eksekusi Hak 

Tanggungan dan Lelang.  

3) Bahan hukum tersier, berupa kamus dan/atau ensiklopedia yang 

berkaitan dengan Hak Tanggungan dan Eksekusi Hak Tanggungan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Dilakukan dengan cara wawancara, yang berupa wawancara bebas 

maupun terpimpin dengan responden PT. Bank Permata dan narasumber 

KPKNL Surabaya dan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya. 

b. Data Sekunder 

1) Studi kepustakaan, yakni dengan menelusuri dan mengkaji berbagai 

peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan 

dengan Hak Tanggungan dan Eksekusi Hak Tanggungan. 
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2) Studi dokumentasi, yaitu dengan mencari serta mengkaji berbagai 

dokumen resmi institusional yang berhubungan dengan permasalahan 

penelitian. 

5. Metode Pendekatan 

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode pendekatan 

penelitian ini adalah pendekatan kasus, yaitu metode yang dilakukan dengan 

melakukan telaah pada kasus-kasus berkaitan dengan isu hukum yang 

dihadapi. 

6. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan cara deskriptif 

kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis 

secara kualitatif, dengan langkah-langkah sebagi berikut: 

a. Data penelitian diklasifikasikan dengan permasalahan penelitian. 

b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan. 

c. Data yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan 

dasar dalam mengambil kesimpulan. 

F. Sistematika Pembahasan 

Guna mempermudah memahami isi skripsi ini, berikut disajikan 

sistematika penulisan dari skripsi ini yang terbagi ke dalam 4 (empat) bab dan 

masing-masing bab terbagi kedalam beberapa sub bab. Adapun bab dan sub 

bab tersebut adalah : 
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Bab I 

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, tujuan 

penelitian, dan tinjauan pustaka yang merupakan bekal awal bagi penulis 

dalam melakukan penelitian. Selanjutnya pada bab ini juga diuraikan metode 

penelitian yang merupakan panduan bagi penulis dalam melakukan penelitian 

ini guna penyusunan skripsi dan sistematika pembahasan. 

Bab II 

Pada bab ini diuraikan tinjauan pustaka mengenai kredit, jaminan, hak 

tanggungan dan eksekusi hak tanggungan. Adapun uraian pada bab ini meliputi 

tinjauan umum tentang kredit, tinjauan umum tentang jaminan, tinjauan umum 

tentang hak tanggungan, tinjauan umum tentang eksekusi hak tanggungan, 

serta tinjauan umum mengenai KPKNL. 

Bab III 

Pada bab ini disajikan hasil dari penelitian sekaligus pembahasan 

mengenai perlindungan hukum terhadap hak pemenang lelang eksekusi hak 

tanggungan. Selain itu dalam bab ini juga membahas mengenai upaya yang 

dapat dilakukan oleh pemenang lelang untuk mendapatkan hak-hak nya. 

Bab IV 

Bab ini memuat kesimpulan yang menguraikan ringkasan jawaban atas 

permasalahan dalam penelitian ini. Selain itu bab ini menguraikan saran yang 

merupakan sumbangan pemikiran dari penulis mengenai perlindungan hukum 

terhadap hak pemenang lelang eksekusi hak tanggungan serta upaya yang dapat 

dilakukan untuk mendapatkan hak-hak nya. 
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BAB II   

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUMM, 

PERJANJIAN KREDIT, JAMINAN, HAK TANGGUNGAN, DAN 

EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum 

1. Pengertian Perlindungan Hukum 

Pengertian perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo yaitu 

memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan oleh 

orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat supaya 

dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dalam hal 

ini dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang bersifat 

prediktif dan antisipatif, tidak hanya sekedar adaptif dan fleksibel.
35

 

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum 

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi 

rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. 

Perlindungan hukum preventif yaitu bentuk perlindungan hukum yang 

diberikan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya 

sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
36

 

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya 

sengketa. Sedangkan, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan 

terjadinya sengketa, serta penanganannya di lembaga peradilan.
37
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B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit 

1. Pengertian Perjanjian 

Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua orang atau lebih 

yang didasarkan pada kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum. Pasal 

1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Selanjutnya disingkat 

KUHPerdata) menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana 

satu orang mengikatkan dirinya dengan satu orang lainnya atau lebih.
38

 Dari 

pengertian tersebut terdapat beberapa unsur perjanjian, yaitu hubungan 

hukum (rechtsbetrekking) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua 

orang (persoon) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan 

kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.
39

 

2. Pengertian Kredit 

Kredit berasal dari bahasa latin yaitu creditus yang berarti to trust. Kata 

trust itu sendiri berarti “kepercayaan”. Dalam kata “kredit” mengandung 

unsur “kepercayaan”, meskipun sebenarnya kredit tidak hanya sekedar 

kepercayaan.
40

 Menurut Drs. O.P. Simorangkir, kredit yaitu pemberian 

prestasi dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu 

mendatang.
41

 

Pengertian yang lebih spesifik mengenai kredit dapat dilihat pada Pasal 

1 ayat (11) Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 

(selanjutnya disebut UU Perbankan), yaitu kredit adalah penyediaan uang 
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atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan 

atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pengertian di atas, prestasi 

yang wajib dilakukan oleh debitor atas kredit yang diberikan kepadanya 

yaitu melunasi utang disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang 

telah disepakati bersama.
42

 

3. Pengertian Perjanjian Kredit 

Suatu perjanjian kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya, 

selalu dimulai dengan permohonan kredit oleh nasabah yang bersangkutan. 

Apabila, permohonan tersebut layak untuk diberikan, maka dilakukan suatu 

kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit atau pengakuan utang.
43

 Remy 

Sjahdeini menyimpulkan bahwa perjanjian kredit memiliki pengertian 

secara khusus, yaitu perjanjian antara bank sebagai kreditor dan nasabah 

sebagai debitor mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah-nasabah debitor untuk 

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, 

imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.
 44
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Drs. Thomas Suyatno menjabarkan unsur-unsur kredit yang terkandung 

berdasarkan pengertian di atas, meliputi:
45

 

a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi 

yang diberikannya akan diterimanya kembali dalam jangka waktu 

tertentu yang telah disepakati, di masa yang akan datang. 

b. Tenggang waktu, yaitu suatu jangka waktu yang memisahkan antara 

pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang diterima pada masa 

yang akan datang. 

c. Degree of risk, yaitu tingkat resiko yang akan timbul akibat dari 

adanya jangka waktu yang memisahkan antara prestasi dengan 

kontraprestasiyang akan diterima di kemudian hari. Dalam hal ini, 

semakin lama jangka waktu diberikan semakin tinggi resiko yang 

akan timbul. Dengan adanya unsur resiko inilah yang menimbulkan 

jaminan dalam pemberian kredit. 

d. Prestasi atau objek kredit yaitu tidak hanya berbentuk uang, tapi 

juga dapat berbentuk tagihan, barang atau jasa. Akan tetapi pada 

jaman modern ini, dalam praktik pemberian kredit lebih banyak 

ditemui transaksi kredit yang menyangkut uang. 

 

UU Perbankan telah mengatur secara khusus bahwa subjek hukum 

perjanjian kredit adalah bank di satu pihak dan nasabah di pihak lain. 

Perjanjian tersebut lahir dari perjanjian pinjam meminjam. Hal yang melatar 

belakangi hubungan hukum antara bank sebagai kreditor dan nasabah 

sebagai debitor yaitu asas konsensualisme yang tercermin pada Pasal 1320 

angka 1 KUHPerdata yaitu kata sepakat.
46

  

Pihak-pihak yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian kredit yaitu 

pihak yang memberikan kredit dan pihak yang menerima kredit. Pihak yang 

memberikan kredit atau bank disebut sebagai kreditor dan pihak yang 
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25 
 

menerima kredit disebut debitor. Debitor dapat berupa perorangan atau 

badan hukum.
47

  

Objek dari perjanjian kredit menurut UU Perbankan yaitu berbentuk 

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dan tidak berbentuk 

barang. Obyek perjanjian kredit dalam praktek di Indonesia selalu berupa 

uang atau tagihan serta prestasi yang telah diperjanjikan.
48

 

Perjanjian kredit bank tidak identik dengan perjanjian pinjam-

meminjam uang sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Perjanjian kredit 

merupakan perjanjian yang tidak tunduk pada ketentuan yang termuat dalam 

bab tigabelas dari Buku Ketiga KUHPerdata. Dengan kata lain perjanjian 

kredit bank merupakan perjanjian tidak bernama karena tidak terdapat 

ketentuang yang mengatur secara khusus, baik dalam KUHPerdata maupun 

UU Perbankan. Dasar hukum perjanjian kredit didasarkan pada kesepakatan 

antara bank dengan debitor sesuai asas kebebasan berkontrak.
49

 

Perjanjian kredit bank dilihat dari bentuknya, umumnya menggunakan 

bentuk perjanjian baku (standard contract). Hal tersebut didasarkan pada 

praktek yang dilakukan oleh bank yaitu bentuk dari perjanjiannya telah 

ditentukan atau disediakan oleh bank sebagai kreditor. Debitor dalam 

perjanjian baku ini hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa bisa 

melakukan negosiasi atau tawar menawar.
50
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4. Tujuan Pemberian Kredit 

Bank dalam melakukan pemberian kredit tentunya terdapat tujuan dan 

fungsi tertentu. Tujuan utama pemberian kredit oleh bank yaitu: 

a. Mencari Keuntungan 

Keuntungan merupakan tujuan utama dan hasil dari pemberian 

kredit. Hasil tersebut berasal dari bunga yang diterima oleh bank sebagai 

bentuk balas jasa, biaya administrasi, provisi dan biaya-biaya lainnya 

yang dibebankan pada nasabah. Hasil lainnya yang dierima oleh nasabah 

yaitu bahwa dengan diberikannya kredit maka nasabah dapat 

memperoleh keuntungan berupa kemajuan usahanya. Keuntungan ini 

dibutuhkan untuk kelangsungan hidup bank.
51

 

b. Membantu Usaha Nasabah 

Membantu usaha nasabah merupakan tujuan lain dari pemberian 

kredit. Dengan memberikan kredit kepada nasabah yang memerlukan 

dana, maka nasabah debitor tersebut dapat mengembangkan usahanya, 

baik untuk investasi maupun modal kerja.
52

  

c. Membantu Pemerintah 

Bagi pemerintah, dengan semakin banyaknya kredit yang disalurkan, 

maka semakin meningkatnya pembangunan. Hal tersebut dikarenakan 

dengan semakin banyak kredit disalurkan, maka pembangunan di 
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berbagai sektor turut meningkat.
53

 Keuntungan yang didapatkan oleh 

pemerintah dalam penyebaran pemberian kredit adalah:
54

 

1) Penerimaan pajak yang diperoleh dari keuntungan nasabah dan bank. 

2) Membuka kesempatan kerja, hal tersebut dikarenakan kredit untuk 

pembangunan usaha baru, maka membutuhkan tena kerja baru 

sehingga dapat menarik tenaga kerja yang masih menganggur. 

3) Meningkatkan jumlah barang dan jasa. Sebagian besar kredit yang 

disalurkan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar 

di masyarakat. 

4) Menghemat devisa negara, apabila kredit yang diberikan digunakan 

untuk memproduksi barang barang sendiri yang tadinya barang 

tersebut diimpor. Hal ini jelas menghemat devisa negara. 

5) Meningkatkan devisa negara, apabila produk yang dibiayai kredit 

digunakan untuk keperluan ekspor. 

 

5. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit 

Kredit yang diberikan oleh bank selalu mengandung resiko, sehingga 

setiap memberikan kredit harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang 

sehat dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, sebelum 

memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian terhadap berbagai 

aspek. Berdasarkan pejelasan pasal 8 UU Perbankan, yang harus dinilai oleh 

bank sebelum memberikan kredit yaitu yang biasa disebut prinsip 5C, 

meliputi:
55

 

a. Penilaian Watak (character) 

Penilaian terhadap watak atau kepribadian calon debitor 

dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik dari calon 
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debitor untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga bank 

sebagai kreditor tidak akan disulitkan kemudian hari.
56

 

b. Penilaian Kemampuan (capacity) 

Bank menilai kemampuan debitor untuk mengelola usaha yang akan 

dibiayai dengan kredit sebelum mengabulkan permohonan kreditnya. 

Yang diperhatikan disini yaitu kapasitas dan kemampuan calon debitor 

untuk mengelola usahanya, apakah debitor tersebut berpengalaman serta 

kesungguhan untuk mengelola usahanya.
57

 

c. Penilaian Terhadap Modal (capital) 

Penilaian terhadap modal bertujuan untuk menilai seberapa besar 

modal yang dimiliki oleh calon debitor apakah memadahi atau tidak. 

Semakin besar modal yang ditanamkan oleh calon debitor terhadap usaha 

yang akan dibiayai dengan kredit, maka semakin menunjukkan 

keseriusan debitor untuk menjalankan usahanya.
58

 

d. Penilaian Terhadap Agunan atau Jaminan (collateral) 

Pada umumnya calon debitor wajib menyediakan jaminan berupa 

agunan yang berharga atau bernilai dan mudah dicairkan untuk 

menanggung pembayaran resiko kredit macet. Jaminan tersebut minimal 

mempunyai nilai sebesar jumlah kredit yang diberikan kepada debitor. 

Oleh karena itu, bank wajib meminta agunan tambahan dengan maksud 

apabila debitor tidak sanggup melunasi kreditnya, maka agunan 
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 Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan 

Pembiayaan, Ctk. Pertama, Penerbit PT. Ctra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 62. 



29 
 

tambahan tersebut dapat dicairkan untuk menutupi pelunasan yang 

tersisa.
59

 

e. Penilaian Terhadap Prospek Usaha Nasabah Debitor (condition of 

economy) 

Penilaian terhadap prospek usaha dilakukan untuk mengetahui 

kondisi perekonomian di daerah tempat usaha calon debitor. Hal tersebut 

dilakukan karena kondisi ekonomi mempengaruhi kelancaran usaha 

calon debitor. Kondisi ekonomi juga mencakup peraturan oleh 

pemerintah yang berdampak pada perekonomian, sehingga 

mempengaruhi kegiatan usaha calon debitor.
60

 

6. Kredit Bermasalah dan Macet 

Kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas macet ditambah 

dengan kredit-kredit yang memiliki kolektibilitas yang diragukan dan 

mempunyai kemungkinan menjadi macet.
61

 Kredit macet itu sendiri yaitu 

suatu keadaan dimana nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank 

yang diberikan tepat pada waktunya. Keadaan semacam ini dalam hukum 

perdata disebut wanprestasi atau ingkar janji.
62

 Berdasarkan pengertian di 

atas dapat diketahui bahwa kredit macet merupakan kredit bermasalah, 

tetapi kredit bermasalah belum/tidak seluruhnya merupakan kredit macet.
63

 

Suatu kredit dapat dikatakan bermasalah atau macet dapat dilihat dan 

diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran 
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pokok atau angsuran dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat 

kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut. Hal mengenai 

kolektibilitas kredit ini diatur oleh Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia 

No. 26/22/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 dan Surat Edaran Bank Indonesia 

No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan 

Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. Kolektibilitas 

tersebut dibagi dalam beberapa kriteria yaitu kredit lancar, kredit kurang 

lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.
 64

 

Kredit bermasalah atau kredit macet dapat menmbulkan dampak pada 

kedua pihak, baik pihak nasabah debitor maupun pihak bank. Dampak bagi 

nasabah yaitu harus menanggung kewajiban terhadap bank karena bunga 

tetap dihitung selama kredit belum dilunasi. Hal tersebut memungkinkan 

jaminan yang dijaminkanakan dieksekusi oleh bank untuk menutupi atau 

melunasi kredit. Dampak bagi bank yaitu mengakibatkan bank kekurangan 

dana sehingga mempengaruhi kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank.
65

 

Timbulnya kredit bermasalah dapat disebabkan karena faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor eksternal yang melatarbelakangi timbulnya 

kredit bermasalah yaitu karena debitor tidak mau atau tidak mampu 

membayar utangnya. Selain itu, penyimpangan dalam prosedur pemberian 

kredit juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah. 

Penyimpangan tersebut terjadi karena masih lemahnya profesionalisme 
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pengelola bank. Hal ini lah yang disebut sebagai faktor inernal penyebab 

timbulnya kredit bermasalah.
66

 

7. Penyelesaian Kredit Bermasalah 

Penyelesaian kredit bermasalah dari segi hukum dapat dilakukan 

melalui dua cara, yaitu negosiasi dan litigasi. Sedangkan, apabila ditempuh 

penyelesaian diluar jalur hukum, yaitu dilakukan dengan cara penagihan 

kredit macet dengan menggunakan jasa debt collector, yaitu orang atau 

badan yang tidak berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.
67

 

a. Penyelesaian Melalui Negosiasi 

Penyelesaian melalui negosiasi ini dilakukan terhadap debitor yang 

usahanya masih berjalan meskipun angsuran kreditnya tersendat-sendat, 

atau dapat membayar bunga meskipun kemampuannya telah melemah 

dan tidak dapat membayar angsurannya.
68

 Seorang debitor yang jaminan 

kreditnya mencukupi dan masih ada usaha lain yang dianggap layak dan 

menghasilkan, masih dimungkinkan dilakukan negosiasi untuk 

menambah dana kepada debitor. Hal tersebut dimaksudkan dengan 

diberikannya tambahan dana, maka hasil dari usahanya dapat digunakan 

untuk membayar seluruh kewajibannya. Upaya negosiasi semacam ini 

disebut negosiasi kredit yang dapat diselamatkan.
69
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Negosiasi kredit yang dapat diselamatkan yaitu negosiasi yang 

dilakukan terhadap kredit yang tadinya bermasalah atau macet, diadakan 

kesepakatan baru supaya terhindar dari masalah. Bentuk-bentuk 

negosiasi penyelematan kredit bermasalah yang dapat ditempuh antara 

lain:
70

 

(1) Penjadwalan Ulang (Rescheduling), yaitu perubahan syarat-syarat 

kredit yang menyangkut jadwal pembayaran, jangka waktu, dan 

perubahan besarnya angsuran. 

(2) Penataan Ulang (Restructuring), yaitu perubahan syarat-syarat kredit 

terkait penambahan dana Bank, seluruh atau atau sebagian 

tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau konversi seluruh 

atau sebagian bunga kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan. 

(3) Persyaratan Ulang (Reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau 

seluruh syarat kredit, yang tidak menyangkut perubahan maksimum 

saldo kredit. 

b. Penyelesaian Melalui Litigasi 

Penyelesaian kredit bermasalah melalui litigasi dilakukan terhadap 

debitor yang usahanya masih berjalan dan debitor yang usahanya tidak 

lagi berjalan. Terhadap debitor yang usahanya masih berjalan dilakukan 

melalui litigasi apabila debitor yang bersangkutan tidak mau memenuhi 

kewajiban melunasi kreditnya, baik angsuran pokok maupun bunganya. 

Sedangkan terhadap debitor yang usahanya tidak lagi berjalan, 
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diselesaikan melalui litigasi apabila yang bersangkutan tidak dapat diajak 

bekerja sama dan tidak mau membayar.
71

 Hal seperti ini dikategorikan 

sebagai debitor dengan bad character.
72

 Penyelesaian melalui litigasi ini 

dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu: 

(1) Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan 

hukum acara perdata, atau melalui permohonan grosse akta. Untk 

mencaapai suatu eksekusi dalam gugatan biasa diperlukan tiga 

tingkatan peradilan yaitu tingkat pertama/ Pengadilan Negeri, tingkat 

banding/ Pengadilan Tinggi, dan tingkat kasasi/ Mahkamah Agung. 

Sedangkan permohonan eksekusi grosse akta dilakukan berdasarkan 

Grosse Akta Pengakuan Utang dan Grosse Akta Hipotik.
73

 

(2) Penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara (selanjutnnya 

disebut PUPN) khusus bagi kredit yang menyangkut kekayaan 

negara. Tugas dan wewenang PUPN diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 49 Prp Tahun 1960.
74

 

C. Tinjauan Umum tentang Jaminan 

1. Pengertian Jaminan 

Jaminan pada dasarnya berasal dari kata “jamin” yang berarti 

“tanggung”, sehingga jaminan dapat juga diartikaan sebagai tanggungan.
75

 

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah zekerheid atau cautie, 
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yaitu kemampuan debitor untuk memenuhi atau melunasi perutangannya 

kepada kreditor, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang 

bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas kredit yang diterima debitor 

terhadap kreditornya.
76

  

Menurut Hartono Hadisoeprapto, jaminan adalah sesuatu yang 

diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor 

akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari 

suatu perikatan.
77

 Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa jaminan 

adalah segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun 

yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada 

dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseoangan.
78

 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik beberapa unsur dari jaminan 

yaitu:
79

 

a. Difokuskan pada pemenuhan kewajiban kepada kreditor (bank). 

b. Wujud dari jaminan ini dapat dinilai dengan uang (jaminan materiil). 

c. Timbulnya jaminan karena adanya prikatan antara kreditor dengan 

debitor. 

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

jaminan merupakan suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang, yaitu 

berupa kebendaan tertentu yang diserahkan oleh debitor kepada kreditor 
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sebagai akibat hubungan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain, yang 

dimaksudkan sebagai tanggungan atas fasilitas kredit yang diberikan. 

Apabila debitor wanprestasi, maka jaminan tersebut akan dinilai dengan 

uang guna pelunasan sebagian atau seluruh pinjaman utang debitor kepada 

kreditornya.
80

 

Selain istilah jaminan, dikenal juga istilah agunan. Menurut UU 

Perbankan, agunan adalah jaminan tambahan diserahkan nasabah debitor 

kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah.
81

 Dapat disimpulkan bahwa agunan dalam hal 

ini merupakan jaminan tambahan (accesoir) yang diserahkan oleh debitor 

kepada bank dengan tujuan untuk mendapatkan dana pinjaman dana dari 

bank.
82

 Dari pengertian tersebut dapat diketahui unsur-unsur agunan, 

yaitu:
83

 

a. Jaminan tambahan 

b. Diserahkan oleh debitor kepada bank 

c. Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan 

2. Fungsi Jaminan 

Jaminan pada dasarnya merupakan kebutuhan kreditor untuk 

memperkecil resiko seandainya di kemudian hari debitor tidak memenuhi 

semua kewajiban yang timbul dari utang atau kredit yang telah diberikan 
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kepadanya. Kreditor dapat memaksakan pembayaran atas kredit yang telah 

diberikannya apabila debitor tidak mampu membayar utangnya maka.
84

 

Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting 

dalam menunjang pembangunan ekonomi. Lembaga jaminan ini dapat 

memberikan manfaat bagi kreditor dan debitor. Manfaat dari kreditor adalah 

terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup, serta 

memberikan kepastian hukum bagi kreditor. Manfaat bagi debitor dengan 

adanya benda jaminan yaitu dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank dan 

tidak khawaitr dalam mengembangkan usahanya.
85

 

Kreditor mempunyai kepentingan untuk memastikan debitor akan 

benar-benar memenuhi kewajibannya membayar utang oleh karena itu 

kreditor sangat memerlukan jaminan dalam suatu perjanjian utang-piutang 

maupun perjanjian kredit. Kreditor mendapat kepastian hukum dengan 

adanya jaminan tersebut apabila debitor melakukan wanprestasi, maka 

kreditor dapat melelang barang yang dijaminkan tersebut sehingga hasilnya 

dapat digunakan untuk pelunasan seluruh atau sebagian dari pinjaman 

debitor kepada debitor. Dapat disimpulkan bahwa jaminan berfungsi sebagai 

sarana untuk menjamin pelunasan kredit apabila debitor wanprestasi 

sebelum pinjaman jatuh tempo.
86

 

Jaminan tidak hanya berfungsi untuk menjamin pelunasan utang debitor 

dalam perjanjian kredit, tetapi juga berperan dalam meralisasikan pemberian 
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kredit kepada debitor. Hal tersebut dikarenakan dalam pemberian kredit oleh 

bank tidak hanya didasarkan dengan adanya keyakinan atas kemampuan 

debitor untuk pelunasan kredit, tetapi juga didasarkan pada pemberian 

agunan atau jaminan yang berupa fisik (collateral) sebagai jaminan 

tambahan. Pemberian agunan atau jaminan tersebut dilakukan dalam rangka 

menjalankan prinsip kehati-hatian bank, sehingga kredit yang disalurkan 

oleh bank dapat dipertanggungjawabkan apabila debitor wanprestasi. bank 

dapat segera menerima pelunasan utangnya melalui pelelangan atas agunan 

tersebut apabila debitor wanprestasi.
87

 Dapat disimpulkan bahwa kegunaan 

atau fungsi jaminan kredit adalah:
88

 

a. Memberikan jaminan hak dan kekuasaan kepada bank sebagai kreditor 

untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitor cidera janji, yaitu 

untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan 

dalam perjanjian. 

b. Menjamin agar debitor berperan serta dalam transaksi untuk membiayai 

usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau 

proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat 

dicegah atau sekurang-kurangnya dapat memperkecil kemungkinan 

untuk berbuat hal tersebut. 

c. Memberikan dorongan kepada debitor untuk memenuhi janji dan 

kewajibannya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan 

syarat-syarat dan ketentuan yang telah disepakati agar debitor atau pihak 
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ketiga ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan 

kepada bank. 

3. Sifat dan Kedudukan Perjanjian Jaminan 

Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian 

pokok atau perjanjian pendahuluannya. Oleh karena itu, perjanjian jaminan 

merupakan perjanjian tambahan (accessoir). Eksistensi perjanjian jaminan 

ditentukan oleh perjanjian pendahuluan atau perjanjian pokoknya, yang 

biasanya berupa perjanjian utang-piutang, perjanjian kredit, atau perjanjian 

lainnya yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang. Perjanjian 

pokok utang piutang menjadi dasar lahirnya perjanjian jaminan. Begitupula 

sebaliknya, dengan berakhirnya perjanjian pendahuluan, berakhir pula 

perjanjian jaminannya.
89

 

Perjanjian kredit yang dilakukan oleh bank selaku kreditor dan debitor 

menghasilkan perjanjian jaminan yang bersifat accessoir. Kesepakatan 

perjanjian kredit oleh kedua belah pihak tersebut menimbulkan hubungan 

hukum yang menghasilkan dua kepentingan yang berlawanan, yaitu disatu 

pihak debitor membutuhkan kredit yang mudah dan cepat, dilain pihak 

kreditor memerlukan kepastian dan pengamanan terhadap pengembalian 

pelunasan utang dalam waktu yang tepat dengan objek kebendaan sebagai 

jaminan yang mudah dieksekusi.
90

 Akibat hukum tertentu yang ditimbulkan 

dari safiat accessoir hak jaminan yaitu:
91
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a. Kebradaan dan hapusnya suatu perjanjian jaminan tergantung dan 

ditentukan oleh perjanjian pendahuluannya. 

b. Apabila perjanjian pendahuluannya batal, maka dengan sendirinya 

perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahan (accessoir) juga 

menjadi batal. 

c. Perjanjian jaminan dengan sendirinya ikut beralih apabila perjanjian 

pendahuluannya beralih atau dialihkan. 

d. Perjanjian jaminan turut beralih tanpa penyerahan khusus apabila 

perjanjian pendahuluannya beralih karena cesie, subrogatie. 

e. Perjanjian pendahuluannya tidak dengan sendirinya berakhir atau 

hapus apabila perjanjian jaminannya berakhir atau hapus. 

Eksistensi perjanjian jaminan sebagai perjanjian ikutan sangat 

bergantung pada perjanjian pokok atau penadahuluannya sebagai dasar 

timbulnya pengikatan jaminan. Perjanjian jaminan dimaksudkan untuk 

mengubah kedudukan kreditor-kreditornya menjadi kreditor preferent, 

sehingga kreditor akan merasa aman dan mendapatkan kepastian hukum 

atas pelunasan pinjaman yang diberikan kepada pihak debitor. Oleh karena 

itulah dikatakan bahwa perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan 

dari perjanjian pendahuluannya, yaitu perjanjian yang akan memperkuat 

perjanjian pendahuluannya.
92

 

4. Prinsip-prinsip Hukum Jaminan 

Hukum jaminan memuat beberapa prinsip yang berlaku, seperti hal nya 

pada gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia. Hukum jaminan tersebut 

merupakan bagian dari hukum benda yang juga mengacu pada hak 
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kebendaan sebagai asas yang bersifat umum konkrit. Prinsip-prinsip tersebut 

yaitu:
93

 

a. Prinsip Absolut / Mutlak 

Jaminan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di 

Indonesia secara garis besar mempunyai asas yang bersifat hak 

kebendaan sebagaimana diatur dalam Pasal 528 KUHPerdata, Hak 

kebendaan (Zakelijkrecht) adalah hak mutlak atas suatu benda yang 

memberikan kekuasaan secara langsung atas suatu benda dan dapat 

dipertahankan terhadap siapapun juga. Hak kebendaan tersebut bersifat 

absolut, artinya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang. 

Setiap orang wajib menghormati hak tersebut, serta dapat dituntut apabila 

ada yang mengganggu hak tersebut.
94

 

b. Prinsip Droit de Suite 

Hak kebendaan mempunyai droit de suite (hak yang mengikuti), 

artinya hak tersebut selalu mengikuti bendanya dimanapun juga dan 

dalam tangan siapapun juga barang itu berada. Prinsip droit de suite 

tersebut termuat dalam penjelasan Pasal 7 UUHT yang menyatakan 

bahwa sifat hak tanggungan itu tetap mengikuti objek dalam tangan 

siapapun objek itu berada. Berdasarkan penjelasan Pasal 7 UUHT 

tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu hak selalu mengikuti objek 
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dimanapundan dalam tangan siapapun objek berada. Inilah yang 

menjelaskan bahwa jaminan tidak lepas dari prinsip droit de suite.
95

 

c. Prinsip Droit de Preference 

Prinsip Droit de Preference yaitu prinsip yang menyatakan bahwa 

hak jaminan kebendaan memberikan kedudukan yang didahulukan 

(preference) bagi kreditor pemegang Hak Jaminan terhadap kreditor 

lainnya. Kedudukan yang didahulukan bagi kreditor tertentu artinya 

apabila debitor wanprestasi, maka kreditor pemegang hak jaminan 

didahulukan dalam mengambil atau menerima pelunasan atas penjualan 

eksekusi barang jaminan. 
96

  

Prinsip droit de preference termuat dalam Pasal 1133 KUHPerdata 

yang menyatakan bahwa hak untuk didahulukan diantara orang-orang 

berpiutang terbit dari hak istimewa , dari gadai dan dari hipotik. Selain 

itu, prinsip droit de preference juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) 

UUHT yang menyatakan bahwa Hak Tanggungan adalah hak jaminan 

yang dibebankan pada hak atas tanah yang memberikan kedudukan yang 

diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lainnya.
97

 

Sedangkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999 Tentang Jaminan Fidusia (Selanjutnya disingkat UU Fidusia) 
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menyatakan bahwa penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan 

terhadap kreditor lainnya.
98

 

d. Prinsip Spesialitas 

Prinsip ini menghendaki bahwa hak jaminan seperti hak tanggungan, 

hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas benda atau barang 

yang ditentukan secara spesifik. Artinya, objek jaminan menurut prinsip 

ini haruslah ditentukan secara jelas dan rinci.
99

 

e. Prinsip Publisitas 

Prinsip publisitas yaitu dimaksudkan sebagai pengumuman kepada 

masyarakat atas suatu kepemilikan. Pengumuman atas hak atas benda 

tetap dilakukan melalui pendaftaran dalam buku tanah, sedangkan 

pengumuman atas hak benda bergerak melalui penguasaan benda nyata 

itu sendiri.
100

 

5. Jenis-Jenis Jaminan 

Jaminan berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua yaitu jaminan 

yang bersifat umum dan jaminan yang bersifat khusus. Jaminan yang 

bersifat umum yaitu jaminan yang telah ditentukan dan dilaksanakan 

berdasarkan ketentuan undang-undang. Sedangkan jaminan khusus yaitu 

jaminan yang lahir dari suatu perjanjian tertentu. Pembedaan jaminan 

tersebut diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata.
101
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a. Jaminan Umum 

Jaminan yang bersifat umum ditujukan kepada seluruh kreditor dan 

mengenai segala kebendaan debitor. Dalam hak jaminan yang bersifat 

umum ini, semua kreditor mempunyai kedudukan yang sama terhadap 

kreditor lain (kreditor konkuren), tidak ada kreditor yang diutamakan 

atau diistimewakan dari kreditor lain. Para kreditor tersebut tidak 

mendapatkan hak preferensi, oleh karena itu pembagian pelunasan utang 

dibagi secara seimbang berdasarkan besar kecilnya jumlah tagihan dari 

masing-masing kreditor dibandingkan dengan jumlah keseluruhan utang 

debitor. Hak jaminan yang bersifat umum ini tidak perlu diperjanjikan 

terlebih dahulu karena dilahirkan atau timbul karena undang-undang.
102

  

b. Jaminan Khusus 

Jaminan khusus yaitu jaminan yang terjadi karena diperjanjikan 

oleh debitor dan kreditor, sehingga menimbulkan hak preferensi bagi 

kreditor atas benda tertentu yang diserahkan oleh debitor. Kreditor yang 

memegang hak jaminan bersifat khusus akan mempunyai kedudukan 

yang lebih baik dibandingkan dengan kreditor yang memegang hak 

jaminan bersifat umum. Hak jaminan yang bersifat khusus tersebut 

timbul karena diperjanjikan secara khusus antara debitor dan kreditor.
103

 

Terjadinya hak preferensi atau hak untuk didahulukan berdasarkan 

undang-undang adalah terkait dengan adanya hak istimewa yang 

disebutkan dalam beberapa pasal dalam KUHPerdata. Hak istimewa 

                                                           
102

 Ibid., hlm. 74. 
103

 Ibid., hlm. 76. 



44 
 

tersebut merupak hak mendahului yang diatur dalam Pasal 1134 

KUHPerdata tentang privilege sampai dengan pasal 1149 KUHPerdata. 

Hak mendahului yang lahir karena diperjanjikan oleh para pihak 

merupakan bentuk jaminan khusus yang dapat dibedakan menjadi dua 

yaitu:
104

 

1) Hak Jaminan yang Bersifat Kebendaan 

Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa 

hak mutlak atas suatu benda. Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri 

kebendaan dalam artian memberikan hak mendahului di atas benda-

benda tertentu dan mempunyai sifat melekat, mengikuti benda yang 

bersangkutan dan dapat dialihkan, serta dapat dipertahankan terhadap 

siapapun.
105

 Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a) Hak mutlak (absolute) atas suatu benda 

b) Kreditor mempunyai hubungan langsung dengan benda-benda 

tertentu milik debitor. 

c) Selalu mengikuti bendanya ditangan siapapun benda tersebut 

berada (droit de suite). 

d) Mengenal tingkat atau pertingkaan yaitu hak kebendaan yang lebih 

dahulu terjadi akan lebih diutamakan daripada yang terjadi 

kemudian (asas prioritas). 

e) Lebih diutamakan (droit de preference) 
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f) Dapat dipertahankan dengan cara mengajukan gugat kebendaan 

terhadap siapapun yang mengganggu hak tersebut. 

g) Dapat dialihkan atau dipindahkan. 

h) Bersifat perjanjian tambahan (accesoir).
 106

 

Jaminan kebendaan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa 

macam, yaitu: 

a) Gadai, merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas kebendaan 

bergerak tertentu milik debitor atau seseorang lain atas nama 

debitor untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, 

yang memberikan hak didahulukan kepada pemegang hak gadai 

atas kreditor lainnya, yang diambil dari hasil penjualan melalui 

pelelangan umum atas barang-barang yang digadaikan. Hak gadai 

selalu mengikuti objeknya.
107

  

b) Jaminan Fidusia, merupakan suatu hak jaminan atas benda 

bergerak baik benda bergerak yang berwujud maupun yang tidak 

berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak 

dapat dibebani hak tanggungan yang tetap dalam penguasaan 

pemberi fidusia, sebagai pelunasan utang tertentu, yang 

memberikan kedudukan preferen kepada penerima fidusia terhadap 

kreditor lainnya. Pengertian mengenai jaminan fidusia tersebut 

diatur dalam Pasal 1 angka (2) UU Fidusia.
108
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c) Hak Tanggungan, adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas 

tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA, berikut atau tidak 

berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan 

tanah itu untuk pelunasan utang tertentu, serta memberikan 

kedudukan preferen kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-

kreditor lain.
109

 

d) Hipotek, merupakan suatu hak kebendaan atas benda benda tidak 

bergerak untuk mengambil pelunasan suatu perikatan. Pengaturan 

mengenai hipotek tersebut diatur dalam Pasal 1162 KUHPerdata 

sampai dengan Pasal 1232 KUHPerdata.
110

 

2) Hak Jaminan yang Bersifat Perorangan 

Hak jaminan yang bersifat perorangan adalah hak yang 

memberikan kedudukan yang lebih baik terhadap seorang kreditor, 

karena adanya lebih dari seorang kreditor yang dapat ditagih.
111

 

Jaminan perorangan merupakan jaminan yang menimbulkan 

hubungan langsung pada orang tertentu atau pihak ketiga, serta hanya 

dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu, terhadap kekayaan 

debitor seumumnya.
112

 

Pengaturan mengenai jaminan yang bersifat perorangan diatur 

dalam Pasal 1820 KUHPerdata yang menyebut bahwa jaminan 
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perorangan adalah suatu perjanjian dengan seorang pihak ketiga, guna 

kepentingan si berpiutang atau kreditor, mengikatkan diri untuk 

memenuhi perikatan si berutang atau debitor manakala orang tersebut 

tidak memenuhinya. Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa 

jaminan perorangan merupakan suatu jaminan yang dibntuk 

berdasarkan perjanjian jaminan antara kreditor dengan pihak ketiga, 

yang diadakan untuk kepentingan debitor.
113

 

D. Tinjauan Umum tentang Hak Tanggungan 

1. Pengertian Hak Tanggungan 

Pengertian Hak Tanggungan telah termuat dalam Pasal 1 ayat (1) 

UUHT yang menyatakan bahwa Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-

benda yang berkaitan dengan tanah adalah hak jaminan yang dibebankan 

pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA, berikut atau tidak 

berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, 

untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang 

diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.
114

 

Menurut J. Satrio, berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui beberapa 

unsur penting dari hak tanggungan, yaitu:
115

 

a. Hak, yaitu hak jaminan. 

b. Yang dibebankan. 

c. Atas tanah, sebagai yang dimaksud dalam UUPA. 
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d. Berikut atau tidak berikut dengan benda-benda lain yang merupakan satu 

kesatuan dengan tanah itu. 

e. Untuk pelunasan utang tertentu. 

f. Memberikan kedudukan yang diutamakan (preferen) kepada kreditor 

tertentu terhadap kreditor lain. 

 

 

 

2. Objek Hak Tanggungan 

Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai objek dalam hak tanggungan 

diatur dalam Pasal 4 UUHT, yang mnyatakan bahwa Hak atas tanah yang 

dapat dibebani hak tanggungan adalah:
116

 

a. Hak Milik 

b. Hak Guna Usaha 

c. Hak Guna Bangunan 

d. Hak Pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib 

didaftarkan dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga 

dibebani hak tanggungan. 

e. Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah 

ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, 

dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang 

pembebanannya dengan tegas dinyatakan dalam akta pemberian hak 

tanggungan yang bersangkutan.
117
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3. Subjek Hak Tanggungan 

a. Pemberi Hak Tanggungan 

Pengertian mengenai pemberi hak tanggungan termuat dalam Pasal 8 

ayat (1) UUHT, yang menyatakan bahwa pemberi Hak Tanggungan 

adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai 

kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek Hak 

Tanggungan yang bersangkutan. 

Berdasarkan pasal tersebut diatas, dapat diketahui siapa yang dapat 

menjadi pemberi Hak Tanggungan dan mengenai persyaratan sebagai 

pemberi Hak Tanggungan. Pemberi Hak Tanggungan dapat berupa orang 

perseorangan atau badan hukum, sepanjang mempunyai kewenangan 

hukum untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hak atas tanah yang 

akan dijadikan sebagai jaminan bagi pelunasan utang dengan dibebani 

Hak Tanggungan.
118

 

b. Penerima dan Pemegang Hak Tanggungan 

Pengaturan mengenai penerima dan pemegang hak tanggungan dapat 

dilihat dalam Pasal 9 UUHT yang menyatakan bahwa pemegang hak 

tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang 

berkedudukan seagai pihak yang berpiutang. Pada dasarnya sipa saja 

dapat menjadi penerima dan pemegang hak tanggungan, baik orang 
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perorangan maupun badan hukum, yang berkedudukan sebagai pihak 

yang berpiutang.
119

  

Pernyataan dalam Pasal 9 UUHT terdapat kalimat “yang 

berkedudukan sebagai pihak berpiutang” yang secara tidak langsung 

menegaskan bahwa pemegang hak tanggungan selalu dikaitkan dengan 

kedudukannya sebagai kreditor. Pemegang Hak Tanggungan dalam 

prakteknya sebagian besar adalah bank sebagai badan hukum, tetapi tidak 

menutup kemungkinan bagi orang perseorangan untuk memanfaatkan 

lembaga Hak Tanggungan.
120

 

4. Pemberian dan Pendaftaran Hak Taggungan 

Pembebanan hak tanggungan dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap 

pemberian hak tanggungan yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (Selanjutnya disingkat PPAT) dan tahap pendaftaran hak 

tanggungan melalui Kantor Pertanahan.
121

 

a. Tahap Pemberian Hak Tanggungan 

Pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk 

memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu. 

Janji tersebut dituangkan di dalam perjanjian kredit atau perjanjian 

pokok. Pemberian hak tanggungan tersebut dilakukan dengan dibuatnya 

Akta Pemberian Hak Tanggungan (selanjutnya disingkat APHT) oleh 
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PPAT.
122

 Ketentuan terkait Akta Pembebanan Hak Tanggungan diatur 

dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 11 UUHT. 

b. Tahap Pedaftaran Kepada Kantor Pertanahan 

Pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan. 

Lahirnya hak tanggungan adalah ketika didaftarkan di Kantor 

Pertanahan. Apabila pembebanan hak tanggungan tersebut belum 

didaftarkan, maka hak tanggungan tersebut belum dapat dikatakan lahir. 

Hak tanggungan baru lahir pada saat dibukukan dalam buku tanah di 

kantor pertanahan. Oleh karena itu, waktu lahir nya hak tanggungan 

merupakan suatu hal yang penting bagi kreditor untuk menentukan 

kedudukannya yang diutamakan dari kreditor-kreditor lain.
123

 

Setelah dilakukannya pendaftaran, sebagai tanda bukti adanya hak 

tanggungan maka diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (selanjutnya 

disingkat SHT). SHT tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan sesuai 

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

diserahkan kepada pemegang hak tanggungan. Sertifikat Hak 

Tanggungan tersebut memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa” yang akan menimbulkan SHT tersebut 

mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
124
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E. Tinjauan Umum tentang Eksekusi Hak Tanggungan 

Eksekusi hak tanggungan dilakukan berdasarkan irah-irah yang termuat 

dalam Sertifikat Hak Tanggungan yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial.
125

 

Eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: 

1. Parate Executie (Eksekusi Langsung) 

Parate Executie atau eksekusi langsung yaitu eksekusi hak tanggungan 

yang dilakukan dengan cara menjual objek hak tanggungan oleh pemegang 

hak tanggungan pertama atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum 

serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. 

Eksekusi langsung ini diatur dalam Pasal 20 UUHT j.o. Pasal 6 dan Pasal 11 

UUHT.
126

 

2. Eksekusi Berdasarkan Titel Eksekutorial 

Eksekusi ini dilakukan berdasarkan titel eksekutorial yang tercantum 

dalam Sertifikat Hak Tanggungan. Dalam eksekusi ini objek hak 

tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tatacara yang 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang 

pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului dari kreditor lainnya.
127

 

3. Eksekusi Penjualan Dibawah Tangan 

Eksekusi penjualan dibawah tangan objek hak tanggungan diatur dalam 

Pasal 20 ayat (2) dan (3) UUHT. Eksekusi dibawah tangan dapat dilakukan 

apabila adanya kesepakatan antara pemberi dan pemegang hak tanggungan. 
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Selain itu, eksekusi dibawah tangan dilakukan apabila tidak tercapai harga 

tertinggi ketika dilakukan penjualan melalui pelelangan umum. Jadi, pada 

intinya eksekusi dibawah tangan merupakan eksekusi yang dilakukan 

berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan pemegang hak tanggungan, 

untuk mencapai harga tertinggi.
128

 

F. Tinjauan Umum tentang KPKNL 

Kantor lelang yang kini dinamakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

dan Lelang (selanjutnya disingkat KPKNL), adalah instansi vertikal Direktorat 

Jendral Kekayaan Negara (selanjutnya disingkat DJKN) atau Kantor Pejabat 

Lelang Kelas II yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang 

lelang.
129

 DJKN itu sendiri adalah unit eselon I di lingkungan Kementrian 

Keuangan yang bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan 

standarisasi teknis di bidang piutang negara, kekayaan negara, dan lelang 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPKNL adalah instansi 

vertikal DJKN yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Kepala Kantor Wilayah DJKN. Kantor Wilayah DJKN merupakan instansi 

vertikal DJKN yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur 

Jendral Kekayaan Negara.
130

 

Pasal 30 PMK No. 170/ PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Instansi Vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara mengatur mengenai 

tugas KPKNL yaitu melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, 
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penilaian, piutang negara, dan lelang. Ketentuan dalam Pasal 31 PMK No. 

170/PMK.01/2012 tersebut mengatur mengenai fungsi dari KPNKL. 

G. Kredit dan Jaminan dalam Perspektif Islam 

1. Kredit dalam Perspektif Islam 

Kredit merupakan salah satu bentuk kegiatan penyaluran dana yang 

dilakukan oleh bank. Kredit secara bahasa berarti kepercayaan, dalam hal ini 

kepercayaan antara pemberi kredit dan penerima kredit. Dalam hukum 

islam, suatu perjanjian kredit dianggap sah apabila memenuhi rukun dan 

syarat nya, meliputi: 

a) Akad, yaitu adanya kesepakatan antara pemberi kredit dan penerima 

kredit. Akad harus dilakukan dengan syarat adanya ucapan ijab dan 

qabul, serta adanya kesinambungan dengan objek akad. 

b) ‘Akid, yaitu adanya pihak-pihak yang melakukan transaksi dalam 

perjanjian kredit tersebut. Syaratnya, para pihak tersebut telah cakap 

dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum Islam, seseorang 

dikatakan cakap apabila telah balig, berakal sehat, dan melakukan akad 

tanpa paksaan orang lain. 

c) Ma’qud ‘Alaih, yaitu adanya objek yang diperjanjikan. Objek tersebut 

haruslah memiliki manfaat yang dibenarkan menurut syariah.
 131

 

Setiap kredit berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank 

mengandung resiko, sehingga bank harus memperhatikan asas-asas 

perkreditan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Berdasarkan prinsip 
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syariah, dalam setiap pembiayaan yang dilakukan oleh masing masing pihak 

berkedudukan sama yaitu sebagai mitra usaha, sehingga tidak 

diperkenankan adanya pembayaran bunga.
132

 

Dalam Al-Qur’an juga termuat Firman Allah yang membolehkan 

dilakukannya hutang piutang. Hutang piutang tersebut dalam hal ini dapat 

dipersamakan dengan akad kredit. Firman Allah tersebut termuat dalam 

Q.S. Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi: 

“Hai orang-orang yang beriman,apabila kamu bermuamalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, maka hendaklah kamu 

menuliskannya.” (Q.S. Al-Baqarah : 282) 

Selain dalam Q.S. Al-Baqarah, ketentuan mengenai kredit juga termuat 

dalam Hadits ‘Aisyah Radhiyallahu’anhu, yang menyatakan bahwa: 

“Rasulullah Salallahu’alaihi wasallam membeli sebagian makanan dari 

orang yahudi dengan pembayaran secara hutang dan beliau juga 

menggadaikan perisai kepadanya.” (HR. Bukhari : 2096, dan Muslim : 

1603)  

2. Jaminan dalam Perspektif Islam 

Dalam Hukum Islam, jaminan dalam hukum islam terdapat dua jenis 

yaitu jaminan perorangan (kafalah) dan jaminan harta benda (rahn). 

Kafalah berarti menjamin atau menanggung, sedangkan rahn berarti gadai. 
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Pejelasan mengenai Kafalah dan rahn lebih lanjut diuraikan sebagai 

berikut:
133

 

a) Kafalah 

Kafalah secara istilah adalah menggabungkan dua tanggungan dalam 

permintaan dan hutang. Definisi lain yaitu jaminan yang diberikan oleh 

penanggung (kafiil) kepada pihak yang memberian utang (kreditor) untuk 

memenuhi kewajiban pihak debitor atau tertanggung.
134

 Rukun kafalah 

meliputi Pihak penjamin/penanggung, pihak terjamin, pihak yang 

menerima jaminan, Objek jaminan, serta ijab dan qabul. 

b) Rahn 

Gadai (rahn) secara istilah dapat diartikan sebagai menahan barang 

sebagai jaminan utang. Sedangkan menurut Bank Indoneisa, rahn berarti 

penyerahan barang/harta dari nasabah sebagai jaminan utang. Rahn, 

dalam praktik nya menjadi sah secara hukum islam apabila memenuhi 

rukun dan syarat sebagai berikut: 

1) Syarat terkait orang yang berakad yaitu harus mempunyai kecakapan. 

Dalam Islam seseorang dianggap cakap bertindak apabila telah baligh 

dan berakal sehat. 

2) Syarat kedua terkait dengan sighat (lafal), yaitu adanya ijab dan qabul 

dari masing-masing pihak. Dalam melakukan akad rahn haruslah 

secara jelas dan dimengerti oleh kedua pihak. 

3) Syarat utang (almarhum-bihi), utang adalah hak yang wajib 

dikembalikan kepada orang berutang. Utang tersebut boleh dilunasi 

dengan barang yang dijaminkan, dan utang haruslah jelas. 
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4) Syarat Almarhun (barang atau objek yang dijadikan jaminan), adalah 

barang tersebut bernilai jual, senilai dengan utang, serta bersifat jelas 

adanya.
 135
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BAB III   

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Eksekusi Hak 

Tanggungan 

Bank merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang dapat 

meningkatkan perekonomian melalui penyaluran dana berupa kredit kepada 

masyarakat untuk pengembangan usaha. Seperti yang telah dipaparkan 

sebelumnya, bank dalam memberikan kredit haruslah menerapkan prinsip 

kehati-hatian karena setiap kredit yang diberikan oleh bank mengandung 

resiko. Oleh karena itu, dibutuhkanya suatu jaminan untuk menjamin 

pelunasan utang debitor dalam perjanjian kredit. 

Perjanjian kredit harus diperhatikan oleh bank selaku kreditor maupun 

oleh nasabah selaku debitor karena perjanjian kredit merupakan perjanjian 

pokok dan mempunyai fungsi yang sangat penting. Dengan adanya perjanjian 

kredit sebagai perjanjian pokok maka dapat diikuti dengan perjanjian tambahan 

seperti perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan adalah perjanjian accesoir 

(tambahan) yang dikaitkan dengan perjanjian pokok untuk menjamin hak-hak 

kreditor apabila debitor tidak dapat memenuhi prestasi. Salah satu lembaga 

jaminan yang sering digunakan dalam praktek pemberian kredit yaitu lembaga 

jaminan hak tanggungan.
136

 

Kasus riil yang terjadi di PT. Bank Permata Tbk Kantor Cabang Surabaya, 

memberikan kredit kepada seorang debitor Tuan Budi (nama samaran) dengan 
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didahului perjanjian kredit antara PT. Bank Permata Tbk Kantor Cabang 

Surabaya dengan debitor Tuan Budi (nama samaran) dan diketahui oleh istri 

dari debitor Nyonya Mawar (nama samaran).
137

 Oleh karena pemberian kredit 

tersebut diawali dengan perjanjian, maka berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata 

haruslah memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, 

kecakapan, suatu hal tertentu, dan kausa yang halal. 

Perjanjian kredit antara PT. Bank Permata Tbk Kantor Cabang Surabaya 

dengan debitor Tuan Budi (nama samaran) tersebut terjadi dengan kesepakatan 

antara kedua belah pihak yang bertujuan untuk pemberian kredit untuk modal 

usaha debitor. Debitor Tuan Budi (nama samaran) merupakan seseorang yang 

sudah dianggap memiliki kecakapan karena telah berumur lebih dari 21 tahun 

dan mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta. Dalam mengajukan 

permohonan kredit, debitor Tuan Budi (nama samaran) telah memenuhi syarat 

yang diberikan oleh PT. Bank Permata Tbk dan telah melengkapi formulir 

yang berisi identitas diri. Selain itu, debitor Tuan Budi (nama samaran) juga 

telah mencantumkan alasan mengajukan perjanjian kredit tersebut secara jelas, 

mencantumkan jumlah kredit, serta mencantumkan jaminan berupa hak 

tanggungan atas sebidang tanah milik debitor untuk menjamin pelunasan utang 

tersebut.
138

 

Tanah yang dijaminkan dengan hak tanggungan tersebut dijaminkan atas 

sepengetahuan dan persetujuan istri debitor Nyonya Mawar (nama samaran) 

karena tanah yang dijaminkan hak tanggungan tersebut merupakan harta 
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bersama. Berdasarkan yurisprudensi, dikatakan bahwa dalam hal seorang 

suami yang tunduk dibawah hukum barat telah memberikan jaminan kepada 

bank atau kreditor lainnya tehadap rumah atau tanah yang merupakan harta 

bersama dengan istrinya, maka istrinya harus ikut serta menandatangani 

perjanjian jaminan tersebut.
139

 Selain itu, dalam Pasl 36 ayat 1 UU Perkawinan 

menyatakan bahwa mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas 

persetujuan kedua pihak. Ketentuan pasal tersebut melarang seorang istri 

maupun suami menjual atau mengalihkan harta bersama kepada pihak lain. 

Oleh karena itu, dalam hal ini debitor Tuan Budi (nama samaran) harus 

mengikut serta kan istrinya dalam perjanjian pemberian kredit dan perjanjian 

jaminan tersebut. 

Setelah pihak bank melakukan analisa dan identifikasi terhadap calon 

debitor, baik dari aspek finansial maupun aspek hukum kemudian pihak bank 

memutuskan untuk menerima permohonan kredit tersebut. Selanjutnya 

dibuatlah suatu Perjanjian Kredit serta Syarat dan Ketentuan Umum  

pemberian kredit (selanjutnya disingkat SKU) yang ditandatangani oleh PT. 

Bank Permata selaku kreditor, Debitor Tuan Budi (nama samaran), serta istri 

dari debitor Nyonya Mawar (nama samaran) selaku salah satu pemilik obyek 

yang dijaminkan. Penandatanganan surat perjanjian pemberian fasilitas 

perbankan Nomor 61 tanggal 24 Maret 2014 serta SKU Nomor: 

SKU/14/715/N/SME dilakukan dihadapan notaris dicantumkan identitas 

pemohon kredit, jumlah kredit, jenis kredit, bunga, jangka waktu kredit, obyek 
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yang dibiayain oleh kredit yaitu modal usaha , serta ketentuan lain yang 

diperjanjikan oleh kedua belah pihak.
140

  

Perjanjian kredit tersebut apabila dihubungkan dengan pasal 1320 

KUHPerdata terkait syarat sah nya perjanjian yaitu: 

1. Adanya kesepakatan, dalam perjanjian kredit antara PT. Bank Permata 

dengan Debitor Tuan Budi (nama samaran) tersebut dilakukan berdasarkan 

kesepakatan antara kedua pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. 

Kesepakatan antara kedua pihak tersebut dituangkan dalam 

penandatanganan surat perjanjian pemberian fasilitas perbankan Nomor 61 

tanggal 24 Maret 2014 oleh kedua pihak. Dengan ditanda tanganinya surat 

perjanjian tersebut, maka kedua pihak telah sepakat melakukan isi 

perjanjian tersebut sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi 

masing-masing pihak. 

2. Adanya kecakapan, dalam hal ini debitor Tuan Budi (nama samaran) telah 

mempunyai kecakapan karena telah berusia diatas 21 tahun dan telah 

menikah sehingga dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum. 

Sedangkan dari pihak PT. Bank Permata Tbk Kantor Cabang Surabaya 

yang merupakan badan hukum diannggap mempunyai kecakapan untuk 

melakukan perbuatan hukum. 

3. Adanya suatu hal tertentu, yaitu dalam hal ini suatu hal tertentu tersebut 

adalah obyek dari perjanjian pemberian kredit itu sendiri yatu untuk 

memberikan kredit guna modal usaha debitor Tuan Budi (nama samaran). 
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Dalam perjanjian tersebut juga telah dicantumkan jumlah kredit, jenis 

kredit, jangka waktu perjanjian, serta bunga. 

4. Adanya kausa yang halal, yang berarti perjanjian kredit tersebut tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

tidak mengganggu hak-hak orang lain dan kepentingan umum. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian pemberian 

fasilitas perbankan Nomor 61 tanggal 24 Maret 2014 oleh PT. Bank Permata 

Kantor Cabang Surabaya terhadap debitor Tuan Budi (nama samaran) telah 

memenuhi syarat sah perjanjian sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1320 

KUHPerdata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian pemberian kredit 

tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dianggap sah 

secara hukum. 

Perjanjian kredit antara PT. Bank Permata Tbk Kantor Kabang Surabaya 

dengan debitor Tuan Budi (nama samaran) tersebut dilakukan dengan jaminan 

hak tanggungan atas obyek sebidang tanah Hak Milik No. 962/ Kel. Dukuh 

Pakis, luas 476 m
2
, surat ukur no. 364/ 1998 tanggal 10 Desember 1998, 

tercatat atas nama Tuan Budi (nama samaran) yang merupakan harta bersama. 

Obyek jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan hak tanggungan sesuai 

prosedur dan telah disetujui serta dilakukan sendiri oleh debitor Tuan Budi 

(nama samaran) dan istrinya sehingga lahir Akta Pembebanan Hak 

Tanggungan (selanjutnya disingkat APHT) No. 142/ 2014 tertanggal 23 April 

2014. Selanjutnya APHT tersebut didaftarkan di Kantor Pertanahan Surabaya 
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hingga lahir Sertifikat Hak Tanggungan (selanjutnya disingkat SHT) Nomor : 

3706/ 2014.
141

 

Penjelasan Umum angka 7 UUHT mengatur mengenai prosedur 

pembebanan Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa: 

1. Tahap pemberian hak tanggungan dengan dibuatnya hak tanggungan oleh 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (Selanjutnya disingkat PPAT), yang 

sebelumnya didahului oleh perjanjian utang-piutang yang dijamin. 

2. Tahap pendaftaran oleh Kantor Pertanahan, yang merupakan saat lahirnya 

Hak Tanggungan.  

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa pembebanan hak 

tanggungan atas Hak Milik No. 962 tersebut telah dilakukan sesuai prosedur 

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut 

dikarenakan pemberian hak tanggungan oleh debitor Tuan Budi (nama 

samaran) telah dilakukan dihadapan notaris sehingga terbit APHT dan telah 

didaftarkan di Kantor Pertanahan Surabaya sehingga lahir SHT sebagai bukti 

adanya hak tanggungan dan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama 

dengan putusan pengadilan karena memuat irah-irah “Demi Keadilan 

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

Pengikatan hak tanggungan tersebut telah didahului dengan perjanjian 

pengikatan jaminan yang merupakan perjanjian accesoir dari perjanjian 

pemberian fasilitas perbankan Nomor 61 tanggal 24 Maret 2014 seperti yang 

telah disebutkan sebelumnya sebagai perjanjian pokok. Dalam APHT telah 
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dicantumkan nama dan identitas pemegang dan pemberi hak tanggungan, 

domisili para pihak, penunjukan secara jelas utang yang dijaminkan 

pelunasannya dengan Hak Tanggungan, nilai tanggungan serta uraian yang elas 

terkait objek hak tanggungan. Dengan telah dicantumkannya hal-hal tersebut, 

maka pembebanan hak tanggungan tersebut telah memenuhi syarat spesialitas 

hak tanggungan.
142

 

Pembebanan Hak Tanggungan tersebut dimaksudkan untuk menjamin hak-

hak pihak PT. Bank Permata Tbk Kantor Cabang Surabaya selaku kreditor 

dalam hal pelunasan utang apabila debitor Tuan Budi (nama samaran) tidak 

mampu melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 

Pembebanan hak tanggungan oleh debitor menimbulkan perlindungan terhadap 

kreditor serta mendapatkan kedudukan yang didahulukan dalam hal pelunasan 

utang terhadap objek yang dijaminkan. Dengan adanya jaminan hak 

tanggungan maka dapat memperkecil resiko yang dialami oleh bank akibat 

perjanjian pemberian kredit.
143

 

Perjanjian pemberian fasilitas perbankan oleh PT. Bank Permata Tbk 

terhadap debitor Tuan Budi (nama samaran) tersebut berlangsung selama 12 

bulan terhitung sejak ditandatangani nya surat perjanjian tersebut. Setelah 12 

bulan, debitor Tuan Budi (nama samaran) tidak dapat menyelesaikan 

kewajibannya sehingga dilakukan perpanjangan periode jangka waktu kredit 

dengan dilakukan pembuatan dan penandatanganan perubahan atas perjanjian 

kredit tersebut. Surat Perjanjian Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian 
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Fasilitas Perbankan Nomor. K/15/1034/AMD/01/SME berikut dengan Surat 

Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum 

Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor. SKU/15/1034/AMD/SME dilakukan 

secara bawah tangan oleh kedua pihak. Surat perjanjian perubahan tersebut 

ditandatangani oleh pihak PT. Bank Permata Tbk selaku kreditor dan debitor 

Tuan Budi (nama samaran).
144

 

Perjanjian kredit antara PT. Bank Permata Tbk Kantor Cabang Surabaya 

dengan debitor Tuan Budi (nama samaran) tersebut seiring berjalannya waktu 

terdapat kendala yaitu debitor Tuan Budi (nama samaran) tetap tidak dapat 

melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Oleh 

karena debitor melakukan wanprestasi, maka bank melakukan peringatan 

melalui surat peringatan tertulis, yaitu:
145

 

1. Surat No. 585/SK/LWO-SAM/VII/2016, tertanggal 25 Juli 2016, Perihal 

Surat Peringatan I (pertama) 

2. Surat No. 605/SK/LWO-SAM/VIII/2016, tertanggal 5 Agustus 2016, 

Perihal Surat Peringatan II (kedua) 

3. Surat No. 649/SK/LWO-SAM/VIII/2016, tertanggal 23 Agustus 2016, 

Perihak Surat Peringatan III (ketiga) / Terakhir 

Pemberian surat peringatan tersebut menunjukkan bahwa pihak PT. Bank 

Permata Tbk Kantor Cabang Surabaya telah beritikad baik untuk memberikan 

kesempatan terhadap debitor Tuan Budi (nama samaran) untuk melunasi 

utangnya. Setelah diberikan surat peringatan yang ketiga terhadap debitor 
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untuk memenuhi kewajibannya tetap tidak mendapatkan tanggapan, maka bank 

menetapkan kredit terhadap debitor Tuan Budi (nama samaran) merupakan 

kredit macet karena telah memenuhi kolektibilitas sebagai kredit macet. 

Penetapan kualitas kredit didasarkan pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia 

nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan 

Peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas 

Aktiva Bank Umum. Dengan ditetapkannya kredit macet tersebut, debitor Tuan 

Budi (nama samaran) telah melakukan wanprestasi.
146

 

Ditetapkannya debitor Tuan Budi (nama samaran) telah melakukan 

wanprestasi maka pihak bank melakukan eksekusi terhadap objek yang 

dijaminkan sebagai pemenuhan pelunasan atas utang debitor. Pihak PT. Bank 

Permata Tbk Kantor Cabang Surabaya melakukan parate executie (eksekusi 

secara langsung) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(selanjutnya disingkat KPKNL) Surabaya.
147

 Eksekusi secara langsung yang 

dilakukan oleh PT. Bank Permata Tbk Kantor Cabang Surabaya tersebut 

didasarkan pada Pasal 20 ayat (1) huruf a UUHT j.o. Pasal 6 UUHT dan Pasal 

11 ayat (2) huruf e UUHT.Menurut Pasal 20 ayat (1) huruf a j.o. Pasal 6 UUHT 

apabila debitor melakukan wanprestasi maka kreditor pemegang hak 

tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas 

kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan 

piutangnya melalui hasil penjualan objek hak tanggungan tersebut. Sedangkan 

Pasal 11 ayat (2) huruf e mensyaratkan adanya janji bahwa pemegang hak 
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tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri 

objek hak tanggungan apabila debitor wanprestasi.
148

 Hal tersebut diperkuat 

dengan Pasal 2 butir (4) APHT nomor 142/2014 yang diperjanjikan oleh kedua 

pihak tersebut yang pada intinya menyatakan bahwa:
149

 

Jika debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, 

berdasarkan perjanjian utang-piutang, pihak bank selaku pemegang hak 

tanggungan dengan APHT tersebut diberikan kuasa untuk: 

1. Menjual dihadapan umum secara lelang objek hak tanggungan baik 

seluruhnya maupun sebagian. 

2. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan. 

3. Menerima uang penjualan, menandatangani serta menyerahkan kwitansi. 

4. Menyerahkan apa yang dijual tersebut kepada pembeli yang bersangkutan. 

5. Mengambil dari uang hasil penjualan tersebut seluruhnya atau sebagian 

untuk melunasi utang Debitor. 

6. Melakukan hal-hal lain yang menurut Undang-undang dan peraturan hukum 

yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat pihak bank selaku kreditor 

perlu melaksanakan kuasa tersebut. 

Berdasarkan pemaparan tersebut tindakan yang dilakukan bank tidak 

terdapat permasalahan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindakan yang 

dilakukan oleh PT. Bank Permata Tbk Kantor Cabang Surabaya telah 

dilakukan berdasarkan ketentuan dalam UUHT serta diperkuat dengan 

ketentuan dalam APHT. 
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Selanjutnya pihak bank mengajukan permohonan lelang melalui KPKNL. 

Sebelumnya perlu diketahui peraturan mengenai lelang di Indonesia diatur di 

Vendu Reglement termuat dalam Ordonantie tanggal 28 Februari 1908 

Staatsblad 1908 Nomor 189 telah beberapakal diubah terakhir dengan 

Staatsblad 1941 Nomor 3, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1908, 

hingga sekarang masih menjadi dasar hukum penyelenggaraan pelaksanaan 

pelelangan atau penjualan barang jaminan di muka umum di Indonesia. 

Sedangkan untuk tatacara pelaksanaan lelang itu sendiri diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan (selanjutnya disingkat PMK) Nomor 27/PMK.06/2016 

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
150

 

Bank mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL melalui balai lelang 

swasta. Pada tahap pra lelang PT. Bank Permata Tbk Kantor Cabang Surabaya 

mengajukan permohonan tertulis dalam Surat Permohonan Lelang Nomor 

1031/SK/LWO-SAM/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 kepada KPKNL 

Surabaya dibantu dengan balai lelang swasta. Selain itu, pihak bank juga 

melengkapi dokumen yang disyaratkan oleh KPKNL Surabaya untuk 

melakukan pelelangan yaitu:
151

 

1. Salinan Surat Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor 61 Tanggal 

24 Maret 2014. 

2. Salinan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama yang diterbitkan oleh 

Kantor Pertanahan Kota Surabaya yang berkepala “DEMI KEADILAN 
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BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Nomor 3706/2014 

tanggal 30 Mei 2014 dan APHT nomor 142/2014 tanggal 23 April 2014. 

3. Salinan Surat Peringatan Pertama Nomor 585/SK/LWO-SAM/VII/2016 

tanggal 25 Juli 2016. 

4. Salinan Surat Peringatan Kedua Nomor 605/SK/LWO-SAM/VIII/2016 

tanggal 5 Agustus 2016. 

5. Salinan Surat Peringatan Ketiga/Terakhir Nomor 649/SK/LWO-

SAM/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016. 

6. Salinan Bukti Kepemilikan Hak yaitu Hak Milik Nomor 962/Kelurahan 

Dukuh Pakis tertanggal 16 Januari 1999 atas nama tuan Budi (nama 

samaran). 

7. Salinan Surat Pemberitahuan Lelang Nomor 605/SK/LWO-SAM/I/2017 

tertanggal 12 Januari 2017. 

Selanjutnya berhubungan dengan diadakannya lelang tersebut pihak PT. 

Bank Permata Tbk Kantor Cabang Surabaya selaku penjual lelang telah 

diumumkan melalui surat kabar harian “Radar Surabaya” yang terbit di 

Surabaya pada tanggal 13 Januari 2017 dengan menunjuk pelaksanaan lelang 

sebelumnya tanggal 6 Desember 2016 dan ditayangkan melalui aplikasi lelang 

E-Auction dengan alamat domain www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id pada 

tanggal 13 Januari 2017. Selanjutnya KPKNL Surabaya melakukan 

pengecekan terhadap kelengkapan dokumen yang diberikan oleh bank selaku 

penjual lelang. Berdasarkan pemaparan tersebut, dokumen yang diberikan oleh 

http://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/
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bank telah sesuai deng yang disyaratkan oleh KPKNL dan didasarkan pada 

Peraturan Direktur Jendral Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017.
152

 

Setelah dilengkapinya dokumen oleh bank tersebut, maka KPKNL 

menerima permohonan lelang yang diajukan oleh PT. Bank Permata Tbk 

tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 

PMK Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang 

menyatakan bahwa Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh 

menolak permohonan lelang yang diajukan sepanjang dokumen persyaratan 

lelang telah lengkap dan memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang. 

Oleh karena itu, setelah pemeriksaan dokumen dianggap lengkap maka 

KPKNL Surabaya menerima permohonan lelang yang diajukan oleh PT. Bank 

Permata Tbk. Setelah diterima, KPKNL Surabaya menetapkan waktu 

pelaksanaan lelang.
153

 Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa 

pada saat pra pelaksanaan lelang telah dilakukan dengan benar dan tidak 

bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Pada tanggal 13 Januari 2017 telah dilakukan lelang eksekusi Pasal 6 

UUHT di  ruang lelang KPKNL Surabaya atas objek hak tanggungan tersebut. 

Pelaksanaan lelang tersebut akhirnya dimenangkan oleh tuan Y selaku 

pembeli/pemenang lelang. Dalam hal ini, pemenang lelang telah mengikuti 

proses lelang sesuai prosedur dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 

oleh KPKNL Surabaya. Selanjutnya pembeli lelang diharuskan membayar Bea 
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Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebelum memperoleh 

kwitansi dan risalah lelang.
154

  

Pemberian risalah lelang tersebut merupakan implementasi dari Pasal 42 

Vendureglement dan Pasal 92 ayat (1) PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang pada intinya menerangkan hak-hak pembeli 

lelang yaitu mendapatkan salinan berita acara yang diotentikkan mengenai 

penjualan dengan disertai bea materai. Selain itu dalam Pasal 92 ayat (2) huruf 

a  yang mengatur mengenai kegunaan risalah lelang bagi pembeli lelang yaitu 

sebagai akta jual beli untuk kepentingan balik nama di Kantor Pertanahan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan lelang tersebut 

telah dilakukan berdasarkan Vendureglement termuat dalam Ordonantie 

tanggal 28 Februari 1908 Staatsblad 1908 Nomor 189 telah beberapakali 

diubah terakhir dengan Staatsblad 1941 Nomor 3, yang mulai berlaku sejak 

tanggal 1 April 1908, hingga sekarang. Selain itu pelaksanaan lelang tersebut 

juga telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 

27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
155

 

Setelah pelaksanaan lelang tersebut dimenangkan oleh pemenang lelang 

Tuan Andi (nama samaran), diketahui terdapat gugatan Perbuatan Melawan 

Hukum oleh istri debitor Nyonya Mawar (nama samaran) sebagai penggugat, 

debitor Tuan Budi (nama samaran) sebagai tergugat I, PT. Bank Permata Tbk 

sebagai tergugat II, dan Balai Lelang Swasta Z (nama disamarkan) sebagai 

tergugat III. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya yang 
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pada pokoknya gugatan tersebut diajukan karena pihak peggugat (Istri debitor) 

tidak diikut sertakan dalam penandatanganan perjanjian perubahan pertama 

perjanjian pemberian fasilitas perbankan Nomor KK/15/1034/AMD/01/SME 

dan Perubahan SKU Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor 

SKU/15/1034/AMD/SME pada tanggal 23 Maret 2015. Pada akhirnya hakim 

Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan sebagian gugatan penggugat yang 

dalam salah satu putusannya menyatakan bahwa Hak Tanggungan yang 

dibebankan pada tanah Hak Milik No.962/Kelurahan Dukuh Pakis tidak 

mempunyai kekuatan eksekutorial, padahal telah dilakukan lelang dan sudah 

ada pemenang lelang terhadap objek hak tanggungan tersebut.
156

 Berikut bunyi 

pertimbangan dan amar putusan hakim Pengadilan Neger Surabaya dengan 

Nomor Putusan No. 958/Pdt.G/2016/PN.Sby. : 

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat cacad yuridis dan tidak 

sempurnanya perjanjian kredit antara Tergugat I (Tuan Budi (nama samaran) 

dan Tergugat II (PT. Bank Permata Tbk) karena tidak melibatkan Penggugat 

dalam proses addendum kredit maka hal itu berdampak pada kekuatan 

eksekutorial Hak Tanggungan yang dibebankan pada tanah Hak Milik (SHM) 

No. 962/ Kel. Dukuh Pakis, luas 476 M2, Surat Ukur No. 364/ 1998 tanggal 10 

Desember 1998, tercatat atas nama Tuan Budi (nama samaran), sehingga 

kekuatan eksekutorial harus dimurnikan kembali oleh Terguat I (Tuan Budi 

(nama samaran)) melalui perbuatan hukum yang sah dan tidak bertentangan 

dengan hukum in cassu Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang 
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Perkawinan j.o. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. Reg: 2691 

PK/Pdt/1996.
157

 

Selanjutnya bunyi amar putusan No. 958/Pdt.G/2016/PN.Sby. adalah 

sebagai berikut: 

Mengadili : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. 

2. Menyatakan Tergugat I (Tuan Budi (nama samaran)) dan Tergugat II (PT. 

Bank Permata Tbk) telah melakuka perbuatan melawan hukum (on recht 

matigedaad) 

3. Menyatakan masing-masing : 

- Surat Perjanjian (bawah tangan) Perubahan Pertama Perjanjian 

Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor KK/15/1034/AMD/01/SME 

tanggal 23 Maret 2015. 

- Surat Perjanjian (bawah tangan) Perubahan dan Pernyataan Kembali 

Syarat dan Ketntuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor 

SKU/15/1034/AMD/SME tanggal 23 Maret 2015. 

Tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku (buiten effect stellen) 

4. Menyatakan Hak Tanggungan yang dibebankan pada tanah Hak Milik 

(SHM) No. 962/Kel. Dukuh Pakis, luas 476 m
2
 , Surat Ukur No. 364/1998 

tanggal 10 Desember 1998, tercatat atas nama Tergugat I, tidak 

mempunyai kekuatan eksekutorial. 

5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini. 

                                                           
157

 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 958/Pdt.G/2016/PN.Sby, hlm. 34. 



74 
 

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat membayar biaya 

perkara yang ditetapkan.
158

 

Putusan tersebut, mengakibatkan pemenang lelang dirugikan karena tidak 

bisa menguasai objek lelang yang bersangkutan. Putusan tersebut 

mengakibatkan Hak Tanggungan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial 

dikarenakan terdapat ketidak sempurnaan dalam perjanjian kredit antara PT. 

Bank Permata Tbk dengan Tuan Budi (nama samaran) sebagai debitor karena 

tidak melibatkan istri debitor dalam proses perpanjangan kredit. Hak 

tanggungan tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, disebabkan 

perjanjian pemberian fasilitas kredit dibatalkan. Hal tersebut mengakibatkan 

kecacatan dalam proses pelelangan tersebut, akibatnya pemenang lelang tidak 

dapat melakukan penguasaan secara fisik terhadap objek lelang meskipun 

pemenang lelang sudah membayar lunas objek lelang tersebut. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait perlindungan 

hukum hak pemenang lelang eksekusi hak tanggungan, memang perlindungan 

terhadap pemenang lelang eksekusi hak tanggungan belum secara jelas diatur 

dalam peraturan perundang-undangan. Padahal dalam kasus tersebut pemenang 

lelang merupakan pembeli yang beritikad baik. Itikad baik dari pembeli lelang 

tersebut dapat dibuktikan dengan kelengkapan syarat-syarat yang dibutuhkan 

untuk mengikuti lelang serta melaksanakan pelelangan sesuai prosedur dan 

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
159
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Lelang dalam hal ini dapat dipersamakan dengan jual-beli sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 1457 KUHPerdata. Apabila dihubungkan dengan pasal 

584 KUHPerdata j.o. Pasal 531 KUHPerdata maka, seorang pembeli dapat 

dikatakan beritikad baik apabila telah melaksanakan sesuai dengan prosedur, 

menuhi persyaratan sebagai pembeli, serta sesuai dengan asas-asas dalam 

penjualan melalui lelang. Pada kasus ini, pembeli lelang telah memenuhi 

persyaratan dan sesuai prosedur sehingga dapat dikatakan sebagai pembeli 

beritikad baik. Sudah sepantasnya lah pembeli beritikad baik dilindungi hak-

hak nya.
160

 

Perlindungan terhadap pembeli lelang eksekusi hak tanggungan 

sebenarnya secara tidak langsung telah diatur secara preventif. Perlindungan 

secara preventif terhadap pemenang lelang hak tanggungan yaitu suatu bentuk 

perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya sengketa terkait objek lelang, 

sehingga bersifat pencegahan.
161

 Perlindungan secara preventif dalam vendu 

reglement yaitu terdapat dalam Pasal 42 vendu reglement yang menentukan 

bahwa pemenang lelang dapat menerima kutipan berita acara yang diotentikan 

atau yang disebut dengan kutipan risalah lelang. Pemberian risalah lelang disini 

dapat dipersamakan sebagai akta perjanjian jual beli. Kedudukan kutipan 

risalah lelang sejajar dengan akta perjanjian jual beli yang dibuat oleh Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehingga dapat digunakan untuk kepentingan 

peralihan hak terhadap objek lelang hak tanggungan di Kantor Pertanahan. 

Ketentuan Umum Pasal 1 angka 35 PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang 
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Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan bahwa risalah lelang adalah berita 

acara pelaksanaan lelang yang merupakan akta otentik yang mempunyai 

kekuatan pembuktian sempurna. Berdasarkan pengertian risalah lelang dalam 

pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pembeli lelang dapat 

membuktikan dengan risalah lelang bahwa telah terjadi perjanjian jual-beli 

melalui lelang eksekusi hak tanggungan. 

Risalah lelang tersebut harus memuat apa, mengapa, di mana, bila, 

bagaimana, serta siapa-siapa yang terlibat dalam pelaksanaan lelang. Apa yang 

dilelangkan menjelaskan mengenai objek atas barang yeng dilelang. Mengapa 

dilakukan pelelangan menjelaskan mengenai latar belakang hingga 

dilakukannya lelang tersebut. Di mana dilelangkan menjelaskan mengenai 

tempat di mana lelang dilakukan dan kapan lelang tersebut dilaksanakan. 

Bagaimana pelaksanaan lelang menjelaskan proses terjadinya penawaran 

hingga ditunjuknya pemenang lelang. Siapa-siapa yang terlibat dalam lelang 

menjelaskan terkait siapa pemohon atau penjual lelang siapa penawar dalam 

lelang, dan siapa pembeli lelang.
162

 

Akan tetapi, risalah lelang tidak dapat menjamin perlindungan hukum bagi 

pembeli lelang eksekusi hak tanggungan. Hal tersebut dikarenakan dalam 

klausula risalah lelang tercantum pernyataan:  

1. Pejabat Lelang/KPKNL tidak menanggung kebenaran keterangan yang 

diberikan secara lisan yang diberikan pada waktu penjualan tentang keadaan 
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sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang, dan menjadi 

resiko pembeli. 

2. Penawar/pembeli dianggap bersungguh-sungguh telah mengetahui apa yang 

telah ditawar atau dibeli oleh merka apabila terdapat kekuragan dan 

kerusakan baik yang terlihat maupun tidak terlihat atau terdapat cacat 

lainnya terhadap bidang tanah atau bangunan barang yang dibelinya itu, 

maka mereka tidak berhak menolak atau menarik diri kembali setelah 

pembeliannya disahkan dan melepaskan semua hak untuk meminta  ganti 

kerugian berupa apapun juga.163 

Berdasarkan klausula dalam risalah lelang tersebut menunjukkan bahwa 

pemenang lelang tidak mempunyai kepastian hukum yang kuat. Klausula 

tersebut dapat merugikan kedudukan pembeli lelang apabila terdapat 

permasalahan trhadap objek lelang, terutama apabila terdapat gugatan dari 

pihak ketiga terkait dengan kepemilikan sehingga tidak memberikan 

perlindungan yang pasti terhadap pemenang lelang. 

Perlindungan bagi pemenang lelang hak tanggungan sebenarnya telah 

dilakukan secara preventif oleh KPKNL karena sebelum dilakukannya 

pelelangan, KPKNL memberitahukan kepada peserta lelang terkait dengan 

dokumen-dokumen, keadaan dan kondisi objek yang akan dilelang dengan 

sebenar-benarnya dan apa adanya, serta konsekuensi dan resiko yang dapat 

timbul dari objek lelang. Peserta lelang dianggap mengetahui dengan 

sesungguhnya serta menerima konsekuensi akibat pelelangan objek hak 
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tanggungan dengan dilakukannya tindakan preventif oleh KPKNL tersebut. 

Selain itu, Pejabat lelang wajib meminta keterangan kepada Kantor Pertanahan 

terkait dengan bidang tanah yang akan dilelang. Hal tersebut dilakukan 

selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan lelang untuk memastikan 

kejelasan objek lelang. Kewajiban Pejabat Lelang selaku perantara terhadap 

penjual maupun pembeli bertindak hati-hati dalam melaksanakan tugasnya, 

serta memberikan informasi yang penting yang diketahuinya. Pejabat lelang 

harus berhati-hati dalam melaksanakan lelang baik untuk kepentingan penjual 

maupun kepentingan pembeli serta membrikan informasi yang sejelas-jelasnya 

termasuk tentang barang atau objek kepada pembeli.
164

 

Dikarenakan pelaksanaan lelang disini dapat dipersamakan dengan 

perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, maka perlindungan 

hukumnya juga terdapat dalam KUHPerdata. Berdasarkan KUHPerdata, 

pembeli beritikad baik haruslah dilindungi. Bentuk perlindungan terhadap 

pembeli beritikad baik tersebut termuat dalam Pasal 1491 KUHPerdata yang 

menyatakan bahwa penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap 

pembeli, adalah untuk menjamin dua hal yaitu pertama penguasaan benda yang 

dijual secara aman dan tentram, kedua  terhadap adanya cacat-cacat barang 

yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk 

pembatalan pembeliannya. Berdasarkan Pasal 1496 KUHPerdata, jika terjadi 

suatu penghukuman untuk menyerahkan benda yang telah dibelinya kepada 

orang lain, maka pembeli berhak menuntut kembali dari penjual : 
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1. Pengembalian uang harga pembelian 

2. Pengembalian hasil-hasil jika ia diwajibkan menyerahkan hasil-hasil 

itu kepada si pemilik yang melakukan penuntutan penyerahan. 

3. Biaya yang dikeluarkan berhubung dengan gugatan si pembeli untuk 

ditanggung, begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh si penggugat 

asal. 

4. Penggantian kerugian beserta biaya perkara mengenai pembelian dan 

penyerahannya sekedar itu telah dibayar oleh si pembeli. 

Selain perlindungan dalam Pasal 1491 KUHPerdata, perlindungan 

terhadap pembeli juga dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ganti rugi. 

Hal tersebut didasarkan pada Pasal 1267 KUHPerdata yang menyatakan bahwa 

pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah dia, jika 

hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi 

persetujuan, ataukah dia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai 

penggantian biaya, kerugian dan bunga. Berdasarkan pasal tersebut maka jelas 

pembeli dilindungi untuk memperoleh hak nya. 

Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang dapat ditemukan dalam 

Pasal 4 PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 

yang menyatakan bahwa lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku tidak dapat dibatalkan. Berdasarkan pasal tersebut dapat terlihat 

bahwa kepastian hukum bagi pemenang lelang hak tanggungan terjamin. Selain 

itu perlindungan secara preventif juga dapat terlihat dalam Pasal 12 PMK 

Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mengatur 
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mengenai kewajiban bagi penjual lelang untuk melengkapi dokumen dan 

legalitas formal terkait objek yang akan dilelang. Selanjutnya Pejabat Lelang 

KPKNL melakukan analisis yuridis terhadap dokumen persyaratan lelang, 

legalitas formal serta keabsahan objek lelang.
165

 Hal tersebut memberikan 

kepastiaan hukum bagi pembeli lelang karena lelang dapat dilaksanakan sesuai 

prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Terkait dengan penyerahan dokumen kepemilikan atas objek lelang bukan 

merupakan kewenangan KPKNL, tetapi merupakan tanggungjawab penjual 

lelang dalam hal ini PT. Bank Permata Tbk . Hal tersebut diatur dalam Pasal 17 

PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang 

menyatakan bahwa: 

(1) Penjual bertanggung jawab terhadap: 

a. Keabsahan kepemilikan barang. 

b. Keabsahan dokumen persyaratan lelang. 

c. Penyerahan barang bergerak dan/atau tidak bergerak. 

d. Penetapan nilai limit. 

(2) Penjual bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dan/atau tuntutan 

pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-

undangan di bidang lelang oleh Penjual. 

(3) Penjual bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang 

timbul, dalam hal tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1). 
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(4) Penjual harus menguasai fisik barang bergerak yang akan dilelang, kecuali 

barang tak berwujud, antara lain hak tagih, hak cipta, hak merek, dan/atau 

hak paten. 

(5) Penjual dapat menggunakan balai lelang untuk memberikan jasa pralelang 

dan/atau jasa pasca lelang. 

Selain dalam pasal tersebut, kewajiban penjual terhadap barang yang 

dijualnya juga termuat dalam KUHPerdata. Pasal 1474 KUHPerdata 

menyatakan bahwa penjual memiliki kewajiban untuk: 

1. Memelihara dan merawat kebendaan yang akan diserahkan kepada pembeli 

hingga saat penyerahannya. 

2. Menyerahkan kebendaan yang dijual pada saat yang telah ditentukan, atau 

jika tidak telah ditentukan saatnya, atas permintaan pembeli.
166

 

Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat terlihat kepastian dan perlindungan 

hukum terhadap pemenang lelang. Hal tersebut dikarenakan hak-hak pemenang 

lelang terjamin oleh kewajiban serta tanggung jawab yang harus dilakukan oleh 

penjual lelang sesuai dengan pasal tersebut. Peraturan tersebut mencerminkan 

bahwa dalam pelaksanaan pra lelang maupun pasca lelang tidak hanya 

menekankan pada faktor kehati-hatian pembeli lelang saat pembelian barang, 

tetapi juga faktor kehati-hatian menjadi tanggung jawab penjual. Tanggung 

jawab tersebut diatur dengan tegas sehingga pada pemberian ganti rugi yang 
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timbul karena ketidak absahan barang dan dokumen persyaratan barang 

tanggung jawab berada pada penjual.167 

Selain dalam vendureglement dan Peraturan Mentri Keuangan, 

Perlindungan terhadap pemenang lelang secara represif termuat dalam HIR. 

Perlindungan represif yaitu upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum 

yang dilakukan melalui badan peradilan.
168

 Pasal 200 ayat (11) HIR mengatur 

mengenai eksekusi riil atau eksekusi pengosongan yang pada intinya 

menyatakan bahwa apabila pemenang lelang tidak dapat menguasai objek 

lelang yang telah dibelinya melalui pelelangan yang sah demi hukum, maka 

pemenang lelang dapat meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri setempat 

untuk melakukan pengosongan terhadap objek lelang tersebut. 

Perlindungan secara represif juga termuat dalam yurisprudensi Putusan 

Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat MA) Nomor 1068K/Pdt/2008. 

Yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa lelang yang telah dilakukan 

berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap tidak dapat dibatalkan. Selain 

itu, apabila di kemudian hari ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang 

menjadi dasar hukum lelang, maka pihak yang bersangkutan dapat menuntut 

ganti rugi atas obyek sengketa dari pemohon lelang. Putusan berkekuatan 

hukum tetap dalam hal ini dapat dipersamakan dengan Sertifikat Hak 

Tanggungan yang mempunyai irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Putusan MA tersebut penting untuk menegaskan 

perlindungan hukum terhadap pembeli lelang yang beritikad baik. Maka, 
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terdapat jaminan kepastian hukum terhadap pembeli lelang untk proses jual 

beli melalui lelang.
169

 

B. Upaya yang Dapat Dilakukan Oleh Pemenang Lelang Untuk 

Mendapatkan Hak-Haknya 

Upaya dalam hal ini yaitu suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh 

pemenang lelang untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak nya. Upaya 

yang dilakukan oleh pemenang lelang dalam hal ini tentunya harus sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan 

asas-asas. 

Perkara gugatan yang dialami oleh PT. Bank Permata Tbk Kantor Cabang 

Surabaya, hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat salah satunya 

hakim nyatakan bahwa Hak Tanggungan yang diberikan kepada PT. Bank 

Permata Tbk Kantor Cabang Surabaya tidak mempunyai kekuatan 

eksekutorial. Apabila nantinya dengan adanya putusan tersebut tidak 

berpengaruh pada proses pelelangan, tetapi pihak pemberi jaminan hak 

tanggungan tidak mau meninggalkan objek lelang, maka pemenang lelang akan 

kesulitan menguasai objek secara fisik.
170

 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemenang lelang, seperti yang 

telah dijelaskan sebelumnya yaitu eksekusi pengosongan atau yang biasa 

disebut dengan eksekusi riil yang diatur dalam Pasal 200 ayat (1) HIR. Ekseksi 
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pengosongan merupakan satu kesatuan dengan pelelangan, sesuai asas eksekusi 

pengosngan dalam penjualan lelang merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisah dalam eksekusi permbayaran sejumlah uang. Artinya setelah penjualan 

lelang selesai dengan ditetapkannya pembeli lelang yang sah, pihak pemilik 

atau tereksekusi tidak meninggalkan dan mengosongkan tanah dan rumah 

tersebut, undang-undang memberi wewenang kepada Ketua Pengadilan untuk 

memerintahkan Eksekusi pengosongan berupa perintah pengosongan sehingga 

perintah eksekusi pengosongan merupakan tindak lanjut yang tidak terpisah 

dari eksekusi penjualan lelang. Eksekusi pengosongan dapat diajukan apabila 

tereksekusi atau pemberi jaminan hak tanggungan tidak mau meninggalkan dan 

mengosongkan objek lelang, sehingga merugikan pemenang lelang karena 

tidak dapat menguasai secara fisik objek yang dimenangkannya. Dalam hal 

tersebut, tentunya pemenang lelang dirugikan karena tidak dapat menguasai 

barang yang telah dibeli olehnya.
171

 

Pengajuan eksekusi pengosongan dapat dilakukan secara lisan maupun 

tertulis ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dimana objek 

sengketa berada. Pengajuan eksekusi pengosongan diajukan dalam bentuk 

permohonan bukan gugatan. Prosedur dalam menjalankan eksekusi 

pengosongan yaitu:
172

 

1. Pemohon eksekusi mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan 

Negeri Setempat, serta melakukan pembayaran biaya eksekusi. 
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2. Dilakukan aanmaning (peringatan) oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada 

termohon eksekusi serta dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, untuk 

melaksanakan isi putusan atau mengosongkan objek eksekusi secara 

sukarela dalam waktu tidak lebih dari 8 (delapan) hari terhitung sejak 

aanmaning dilakukan. 

3. Apabila termohon secara sukarela melaksanakan pengosongan dan telah 

diterima oleh pemohon, maka pemohon dan termohon wajib melaporkannya 

kepada panitera secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua pihak unutk 

dicatat dalam register eksekusi. Apabila aanmaning tidak ditanggapi oleh 

pihak termohon sesuai jangka waktu 8 hari, maka dilanjutkan dengan 

tahapan eksekusi selanjutnya dengan dikeluarkannya penetapan perintah 

eksekusi. 

4. Tahapan selanjutnya setelah dikeluarkannya penetapan perintah eksekusi 

yaitu persiapan pelaksanaan eksekusi. Sebelum dilakukannya eksekusi, 

panitera/jurusita melakukan persiapan eksekusi melalui rapat koordinasi 

dengan aparat kepolisian dan pejabat setempat (ketua RT/RW, Kepala 

Dusun, Kepala Desa, Kepala Kecamatan) serta memanggil pihak pemohon 

eksekusi dan termohon eksekusi terkait dengan pelaksanaan eksekusi. Pada 

rapat koordinasi tersebut, dilakukan juga pemberitahuan hari eksekusi 

kepada pihak pemohon eksekusi dan termohon eksekusi. Pemberitahuan 

hari eksekusi dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakannya 

eksekusi. 
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5. Setelah dilakukan persiapan eksekusi, maka tahap selanjutnya yaitu 

pelaksanaan eksekusi riil pada waktu yang telah ditentukan yang dilakukan 

oleh jurusita atau jurusita pengganti atas tanggung jawab Ketua Pengadilan 

Negeri. Pelaksanaan eksekusi riil diawali dengan pembacaan surat 

penetapan perintah eksekusi oleh jurusita, dan diakhiri dengan penyerahan 

objek eksekusi kepada pemohon eksekusi. Pelaksanaan eksekusi riil harus 

dilakukan berdasarkan ketentuan dalam HIR yaitu: 

a) Eksekusi dilakukan oleh Panitera/Jurusita (Pasal 197 HIR/ 109 Rbg). 

b) Dalam melaksanakan eksekusi riil Panitera/ Jurusita dibantu oleh 2 (dua) 

orang saksi (Pasal 197 ayat (6) HIR/ Pasal 210 Rbg) 

c) Eksekusi dilakukan atau dilaksanakan di tempat objek eksekusi berada. 

6. Setelah pelaksanaan eksekusi, maka jurusita membuat berita acara eksekusi 

pengosongan yang ditandatangani oleh dua orang saksi. Pembuatan berita 

acara eksekusi harus memuat ketentuan: 

a) Memuat jenis barang/objek eksekusi. 

b) Letak/ lokasi dan ukuran barang yang dieksekusi. 

c) Hadir/ tidaknya tereksekusi. 

d) Memuat tentang pengawasan objek yang dieksekusi. 

e) Penjelasan mengenai Niet Bevinding (barang atau objek yang tidak sesuai 

dengan amar putusan). 

f) Penjelasan mengenai dapat atau tidaknya eksekusi dijalankan. 

g) Memuat hari, tanggal, jam, bulan tahun pelaksanaan eksekusi. 



87 
 

h) Memuat keterangan penyerahan barang atau objek eksekusi kepada 

pemohon eksekusi. 

i) Memuat tanda tangan Pnitera atau Jurusita (eksekutor) , dua orang saksi 

yang membantu eksekusi. 

7. Kemudian Berita Acara Eksekusi Pengosongan diberitahukan kepada 

termohon eksekusi. Hal tersebut dilakukan berdasarkan dalam ketentuan 

Pasal 209 Rbg. 

Terkait kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, dalam hal gugatan 

tersebut apabila karena adanya putusan tersebut mengakibatkan kecacatan 

dalam proses pelelangan dan menimbulkan lelang yang dilakukan batal demi 

hukum, maka pemenang lelang tidak dapat mengajukan eksekusi pengosongan 

akan tetapi dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak bank. Gugatan 

ganti rugi tersebut dilakukan untuk mengganti segala kerugian yang dialami 

oleh pihak pemenang lelang dalam mengikuti pelelangan yang diselenggarakan 

oleh KPKNL.
173

 

Gugatan ganti rugi diajukan kepada pihak bank karena dalam kasus ini 

bank sebagai pihak penjual lelang. Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) PMK Nomor 

27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, penjual bertanggung 

jawab terhadap tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul akibat 

pelelangan apabila tidak memenuhi kewajiban sebagai penjual lelang 

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 17 ayat (1) PMK tersebut. Dari 
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pernyataan tersebut jelas bahwa penjual lelang berkewajiban untuk 

bertanggung jawab atas segala yang timbul dari pelelangan yang dilakukan. 

Pengajuan gugatan ganti rugi oleh pembeli atau pemenang lelang dapat 

dilakukan apabila akibat putusan hakim tersebut menimbulkan lelang yang 

telah dilakukan menjadi batal demi hukum. Gugatan ganti rugi diajukan untuk 

mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat pelelangan yang telah dilakukan. 

Dalam ganti rugi tersebut, penjual lelang mengembalikan harga lelang yang 

telah dibayarkan oleh pembeli lelang beserta kerugian yang timbul akibat 

pelalangan tersebut. 

Peraturan mengenai lelang tidak mengatur terkait gugatan ganti rugi akibat 

lelang yang batal demi hukum, sehingga merujuk pada ketentuan yang lebih 

umum yaitu dalam KUHPerdata. Tanggung jawab karena PMH adalah 

tanggung jawab karena adanya kesalahan dari subjek hukum yang 

menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sehingga seseorang tersebut harus 

mengganti kerugian akibat perbuatan yang dilakukannya. Hukum Perdata itu 

sendiri mengatur menenai pertanggung jawaban kesalahan meliputi: 

1. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa Setiap perbuatan melawan 

hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang 

yang menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut. 

2. Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang tidak hanya 

bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan dari perbuatan yang 

disengaja, tetapi juga harus bertanggung jawab atas kelalaiannya atau sikap 

kurang hati-hatinya. 
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Dari pasal tersebut dapat terlihat perlindungan hukum terhadap pihak yang 

dirugikan. Dengan adanya pasal tersebut mewajibkan orang yang menimbulkan 

kerugian untuk bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang timbul akibat 

perbuatannya. Dari pasal tersebut terdapat pengertian Perbuatan Melawan 

Hukum (selanjutnya disingkat PMH), sehingga gugatan dapat diajukan atas 

dasar gugatan perbuatan melawan hukum, dengan syarat pada gugatan yang 

diajukan oleh istri debitor Tuan Budi (nama samaran), pihak bank telah diputus 

melakukan PMH. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori PMH, yaitu:
174

 

1. PMH karena kesengajaan. 

2. PMH tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian). 

3. PMH karena kelalaian. 

Terkait dengan tanggung jawab hukum atas PMH, apabila dilihat dalam 

KUHPerdata maka model tanggung jawab hukum PMH ada beberapa macam 

yaitu: 

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. 

2. Tanggung jawab dengan unsur kelalaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 

1366 KUHPerdata. 

3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas 

dterdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdata
175

 

Dalam kasus yang dialami oleh pemenang lelang Tuan Andi (nama 

samaran), dalam hal ini pihak bank sebagai penjual lelang telah diputus oleh 
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hakim Pengadilan Negeri Surabaya melakukan PMH dalam perjanjian kredit 

yang dilakukan dengan debitor, sehingga segala perbuatan yang mengikuti 

perjanjian kredit tersebut termasuk eksekusi hak tanggungan atau pelelangan 

yang dilakukan juga dianggap sebagai PMH. Oleh karena pelelangan tersebut 

dianggap sebagai PMH maka pelelangan tersebut bermasalah, sehingga pihak 

pembeli lelang yang beritikad baik untuk membeli objek lelang menjadi 

dirugikan. Pihak bank dianggap melakukan PMH  karena telah memenuhi 

unsur seseorang dapat dikatakan melakukan PMH. Sesuai dengan Pasal 1365 

KUHPerdata tersebut, seseorang dapat dikatakan melakukan PMH apabila 

memenuhi unsur-unsur:
176

 

1. Adanya perbuatan, perbuatan dalam hal ini dapat digolongkan menjadi dua 

yaitu perbuatan yang dilakukan degan kesengajaan dan perbuatan yang 

dilakukan karena kelalaian. Dalam hal ini pihak bank tidak mengikut 

sertakan istri debitor dalam penandatanganan perubahan atas perjanjian 

kredit sehingga digugat oleh istri debitor. Bank dianggap lalai dalam 

melakukan perbuatannya tersebut.  

2. Perbuatan tersebut melawan hukum, dalam gugatan istri debitor Nyonya 

Mawar (nama samaran) telah diputus hakim Pengadilan Negeri Surabaya 

yang menyatakan bahwa SHT yang dijaminkan tidak mempunyai kekuatan 

eksekutorial dan pihak bank dinyatakan melakukan PMH, sehingga 

pelelangan tersebut dianggap batal demi hukum. 
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3. Adanya kesalahan dari pelaku, pihak bank dianggap lalai terkait keabsahan 

objek lelang sehingga merugikan pemenang lelang. 

4. Adanya kerugian bagi korban, pemenang lelang dirugikan karena tidak 

dapat mendapatkan hak nya berupa objek lelang yang telah dibayarnya 

karena pelaksanaan lelang dianggap batal demi hukum. 

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, dari beberapa 

unsur diatas terlihat hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan oleh 

bank yaitu pelelangan yang dilakukan bertentangan dengan putusan hakim 

sehingga dianggap batal demi hukum, kemudian pemenang lelang 

mengalami kerugian karena tidak dapat menguasai objek lelang yang telah 

dibayar olehnya. 

Pemenang lelang dalam mengajukan gugatan ganti rugi dilakukan sama 

halnya dengan mengajukan gugatan perdata pada umumnya. Prosedur yang 

harus dilakukan pemenang lelang untuk mengajukan gugatan ganti rugi 

terhadap pihak bank yaitu:
177

 

1. Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi secara tertulis kepada Pengadilan 

Negeri yang berwenang. Berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR, gugatan 

diajukan kepada Pengadilan Negeri di daerah hukum tergugat berdiam. 

Gugatan tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh penggugat 

atau kuasanya, dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pendaftaran 

gugatan dilakukan di bagian kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri 

setempat. 
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2. Setelah gugatan dimasukkan, kemudian penggugat membayar biaya perkara, 

yaitu panjar biaya perkara atau biaya sementara yang pada akhirnya akan 

diperhitungkan setelah adanya putusan pengadilan. 

3. Selanjutnya setelah penggugat membayar biaya perkara, maka dilakukan 

registrasi perkara. Registrasi perkara yaitu pencatatan gugatan ke dalam 

buku register perkara sehingga mendapatkan nomor perkara. 

4. Setelah diberi nomor register perkara, kemudian panitera meneliti berkas 

gugatan dan melimpahkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri. Perkara 

tersebut dilimpahkan selambat-lambatnya 7 hari terhitung dari hari registrasi 

perkara. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi prinsip penyelesaian 

perkara secara sederana, cepat, dan biaya ringan. 

5. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri memeriksa berkas perkara yang 

diajukan dan menetapkan Majelis Hakim yang ditugaskan untuk memeriksa 

dan memutus perkara. Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan 

Negeri dilakukan selambat-lambatnya 7 hari setelah berkas diterima. 

6. Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan Juru Sita, selanjutnya kembali ke 

bagian perdata untuk dicatat dan menyerahkan berkas perkara kepada 

Majelis Hakim. 

7. Setelah Majelis Hakim dibentuk dan menerima berkas perkara, kemudian 

Majelis Hakim menetapkan hari sidang melalui surat penetapan. Penetapan 

hari sidang dilakukan segera setelah Majelis Hakim menerima berkas 

perkara, selambat-lambatnya 7 hari. Setelah hari sidang ditetapkan, Majelis 
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Hakim memerintahkan untuk memanggil para pihak supaya hadir pada hari 

sidang yang telah ditentukan. 
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BAB IV  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Perlindungan hukum terhadap hak pemenang lelang eksekusi hak 

tanggungan terdapat dalam PMK No. 27/PMK.06/2016, HIR, 

vendureglement, KUHPerdata, dan Yurisprudensi Putusan MA. 

Perlindungan hukum terhadap hak pemenang lelang eksekusi hak 

tanggungan diatur secara preventif yaitu perlindungan yang bersifat 

pencegahan yaitu terdapat dalam vendureglement dan PMK No. 

27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pasal 42 vendu 

reglement menentukan bahwa pemenang lelang dapat menerima kutipan 

berita acara yang diotentikan atau yang disebut dengan kutipan risalah 

lelang. Akan tetapi, risalah lelang tidak dapat menjamin perlindungan 

hukum bagi pembeli lelang eksekusi hak tanggungan dikarenakan terdapat 

klausula yang dapat merugikan pemenang lelang. Perlindungan bagi 

pemenang lelang hak tanggungan sebenarnya telah dilakukan secara 

preventif oleh KPKNL karena sebelum dilakukannya pelelangan, KPKNL 

memberitahukan kepada peserta lelang terkait dengan dokumen-dokumen, 

keadaan dan kondisi objek yang akan dilelang dengan sebenar-benarnya 

dan apa adanya, serta konsekuensi dan resiko yang dapat timbul dari objek 

lelang. Terkait perlindungan secara represif yaitu upaya umtuk 
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mendapatkan perlindungan hukum melalui badan peradilan.  terdapat 

dalam KUHPerdata yang mengatur mengenai gugatan ganti rugi yang dapat 

dilakukan oleh pembeli lelang, Pasal 200 ayat (11) HIR yang mengatur 

mengenai eksekusi pengosongan, serta dalam yurisprudensi Putusan MA 

yang menyatakan bahwa lelang yang telah dilakukan berdasarkan putusan 

berkekuatan hukum tetap tidak dapat dibatalkan. Sampai saat ini, belum 

ada peraturan yang mengatur secara pasti dan jelas terkait perlindungan 

hukum bagi pemenang lelang eksekusi hak tanggungan. 

2. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemenang lelang untuk mendapatkan 

hak-hak nya yaitu dapat melalui eksekusi riil atau eksekusi pengosongan 

yang diatur dalam Pasal 200 ayat (11) HIR. Eksekusi pengosongan dapat 

diajukan apabila tereksekusi atau pemberi jaminan hak tanggungan tidak 

mau meninggalkan dan mengosongkan objek lelang, sehingga merugikan 

pemenang lelang karena tidak dapat menguasai secara fisik objek yang 

dimenangkannya. Dalam hal tersebut, tentunya pemenang lelang dirugikan 

karena tidak dapat menguasai barang yang telah dibeli olehnya. Upaya lain 

yang dapat dilakukan pemenang lelang untuk mendapatkan hak-hak nya 

yaitu mengajukan gugatan ganti rugi atas PMH terhadap pihak bank. 

Gugatan ganti rugi tersebut dapat diajukan apabila dengan adanya putusan 

hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan Hak Tanggungan 

tidak mempunyai kekuatan eksekutorial berakibat pada pelelangan yang 

telah dilakukan batal demi hukum. Gugatan ganti rugi atas PMH tersebut 

didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata. Akibat kelalaian pihak bank 
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dalam perjanjian kredit hingga berakibat pada batalnya lelang dapat 

merugikan pemenang lelang yang sah dan beritikad baik. Untuk dapat 

mengembalikan hak pembeli lelang maka dapat diajukan gugatan ganti rugi 

kepada penjual lelang atau dalam hal ini bank. 

B. Saran 

1. Terkait perlindungan hukum terhadap hak pemenang lelang eksekusi hak 

tanggungan, perlu adanya tindakan lebih lanjut. Kepastian hukum pembeli 

lelang perlu perhatian khusus karena tidak jarang permasalahan yang timbul 

dalam proses peralihan hak terhadap objek lelang. Kurangnya peraturan 

terkait perlindungan hukum pemenang lelang menjadi salah satu faktor 

timbulnya permasalahan. Sehingga perlu untuk membuat Undang-Undang 

baru yang khusus mengatur mengenai perlindungan hukum pemenang 

lelang eksekusi hak tanggungan.  

2. Perlunya pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum pemenang 

lelang hak tanggungan. Hal tersebut ditujukan untuk menjamin kepastian 

hukum bagi pemenang lelang sehingga terlindungi secara hukum. Perlunya 

perombakan dalam peraturan terkait dengan lelang yaitu dalam 

Vendureglement. Hal tersebut dikarenakan Vendureglement merupakan 

peraturan peninggalan Belanda yang di jaman modern ini sudah tidak 

relevan dengan perkembangan pelaksanaan lelang saat ini. 

3. Untuk pihak Bank seharusnya lebih berhati-hati dalam memeriksa 

keabsahan objek yang akan dilelang sehingga dapat meminimalisir 
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terjadinya permasalahan baik sebelum lelang maupun setelah pelaksanaan 

lelang. 

4. Pihak Pembeli diharapkan lebih berhati-hati serta lebih teliti untuk 

memahami kondisi objek yang akan dilelang. Pembeli harus 

memperhitungkan faktor resiko yang dapat muncul dalam suatu objek yang 

akan dilelang. 

5. Terkait Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 

958/Pdt.G/2016/PN.Sby  , seharusnya hakim dalam memutus perkara 

tersebut mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan apabila lelang 

tersebut batal demi hukum. Selain itu hakim seharusnya 

mempertimbangkan Yurisprudensi Putusan MA Nomor 1068K/Pdt/2008. 

Yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa lelang yang telah dilakukan 

berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap tidak dapat dibatalkan 
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